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ABSTRAK

Lalu Ihsan Hamdi. Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Produk Pembiayaan
Murabahah Dengan penyertaan Akad Wakalah di BRI Syariah KCP Gowa
Sungguminasa (dibimbing oleh H. Rahman Ambo Masse dan Hj. Sunuwati)

Seperti bank konvensional, bank syariah juga memiliki produk unggulan yang
ditawarkan kepada masyarakat. Salah'satu produk bank syariah adalah produk
pembiayaan murabahah. Penelitian.ini membahas tentang implementasi Fatwa DSN-
MUI dalam produk pembiayaan murabahah yang disertakan dengan akad wakalah.
Penyertaan akad wakalah dalam akad “murabahah merupakan salah satu inovasi
perbankan syariah yang penerapannya masih menimbulkan pertanyaan dari penerapan
prinsip syariah. Penelitian ini difokuskan untuk ‘melihat implementasi fatwa pada
pembiayaan murabahah dan alasan BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa
menyertakan akad wakalah.

Penelitian ini menggunkan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data
primer dalam penelitian didapatkan ‘melalui observasi dan wawancara langsung.
Sedangkan data skunder diperoleh dari sumber literatur seperti brousur dan buku
pedoman pembiayaan Mikro pada BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Fatwa DSN-MUI No.04
tahun 2000 tentang murabahah pada produk pembiayaan di BRISyariah KCP Gowa
Sungguminasa tidak sepenuhnya menerapkan murabahah secara murni karena selalu
menyertakan akad wakalah. Alasan penyertaan akad wakalah yaitu tidak adanya
showroom, sistem administrasi;. Keterbatasan jam kerja dan memberikan kebebasan
kepada nasabah. Selain itu bank langsung mengatasnamakan pembelian barang dengan
atas nama nasabah, menyebabkan.hilangnya kesyarian akad murabahah. Disimpulkan
BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa belumssepenuhnya menjalankan ketentuan
dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang murabahah.

Kata Kunci: Implmentasi,*Fatwa DSN-MUN, ;Murabahah, dan Wakalah.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan perbankan syariah dalam dunia perbankan di Indonesia mendapat

sambutan yang baik dari masyar syarakat muslim. Bank yang berbasis
syariah ini disebut-sebut guncangan inflasi dan krisis
u membawa masyarakat

ank syariah,

: perbankan
~ jolor i engandung
riba. He penggunaan bunga pad kreo simpanan di
i an tetapi, Kini masyara me ilihan untuk

tidak m roduk tersebut.
nya konvensional, bank syariah jug mili uk unggulan

leh nasabah ini menjadi
kredit bank
gga dengan
oduk ribawi
kepada produk syari.

Praktik murabahah yang terjadi saat itu, seperti yang dijelaskan dalam figih
muamalah, adalah seseorang membelikan barang yang dibutuhkan orang lain

kemudian menjualnya kepada orang tersebut ditambah dengan sejumlah laba tertentu.

Sehingga, sangat sedikit atau bahkan tidak ditemukan kasus pelanggaran syariah. selain
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itu praktik murabahah di perbankan syariah berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah
Nasional No: 04/DSN-MUI/1V/2000 tentang murabahah.

Seiring dengan perkembangan sistem perbankan syariah, produk pembiayaan
murabahah pun mengalami modifikasi pada tataran praktiknya. Produk pembiayaan
ini tidak hanya menggunakan akad murabahah tetapi juga menyertakan akad wakalah
di dalamnya. Sebenarnya Islam tidak melarang adanya kombinasi akad dalam sebuah
transaksi, asalkan pada praktiknya tidak bertentangan dengan syariah.

Menurut pendapat ulama figh muamalah kurang tepat jika akad wakalah harus
diterapkan dalam pembiayaan murabahah karena menghilangkan fungsi murabahah
yaitu sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang
yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nassabah.? Selain
itu, bank tidak berkedudukan sebagai pedagang atau penjual karena dalam praktiknya
bank tidak memiliki stok barang yang dapat langsung dibeli oleh nasabah. Dalam
melaksanakan transaksi jual belinya menggunakan jasa supplier untuk menyediakan
barang sesual dengan keinginan.nasabah_dengan memberikan kuasa kepada nasabah.
Pemberian kuasa ini disebut sebagal akad wakalah yang dilakukan pihak bank dengan
nasabah.?

Sehingga dapat dipahami: bahwa=dengan disertakannya akad wakalah, praktik
operasional pembiayaan murabahah di bank syariah mungkin terjadi kesalahan.
Meskipun penyertaan itu diperbolehkan datam Hukum Ekonomi Islam, namun akan
lebih sulit dalam penerapannya. Akan tetapi, melihat fakta di lapangan, hampir semua

lembaga keuangan syariah menyertakan akad wakalah ini dalam produk pembiayaan

'Ulyana Masykurin, “murabahah: “Antara Teori Dan Praktik” Skripsi (Malang: UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang,2012), h. 101.

2Ravika Naeda”, “Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembangunan
Daerah syariah Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011), h. 122.



murabahah -nya. Hal inilah yang menjadi kegelisahan peneliti bahwa dengan tingkat
kemungkinan terjadi kesalahan, bank tetap melakukan praktik pembiayaan murabahah
dengan disertai akad wakalah. Oleh karena itu peneliti juga ingin meninjau bagaimana

bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman Bank syariah dalam

produk pembiayaan murabahah d isertakannya akad wakalah, dan sangat

penting Kiranya untuk mendapat jawaban terhadap
permasalahan tersebu

1.2 Rumusan Mas

ua rumusan
ndak dicari. melalui pen I, yai

1.2.1 entasi fatwa DSN-M m pembiyaan

/ enyertaan akad wakal. BRI KCP Gowa

1.2.2 RI Syariah KCP Gowa Sung inasa rtakan akad

dalam produk pe abahah?

1.3 Tuj elitian

" PAREPRRE "™

N penelitian
dalam p
13.1 pembiyaan
murabahah dengan penyertaan akad wakalah di Bank BRI Syariah KCP Gowa
Sungguminasa.

1.3.2 Untuk mengetahui alasan Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa

menyertakan akad wakalah dalam produk pembiayaan murabahah.
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1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai akad wakalah dalam produk pembiayaan mur&bahah ini,
diharapkan akan dapat membawa beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat

diperoleh sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis rapkan dapat memberikan

sumbangan berupa urabahah yang meliputi

pada produk

dapat diambil dari pen i nya adalah
ampus |AIN Parepare syariah dan

u, manfaat praktis yang dapa il penelitian
mbagikan pe uan tersebut

ain mengen alah dalam f pembiayaan

PAREPARE

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Skripsi oleh Ravika Naeda pada tahun 2011, dengan judul “Akad Wakalah Pada

Pembiayaan Murabahah Di Be nbangunan Daerah syariah Yogyakarta”.

Penelitian ini memfo a kedudukan musytari wakalah
yang penelitian ggunakan metoc normatif. Berbeda dengan
,,,,, guhnya dalam transak ayaan murabahah, yang

hah deng ad wakalah.

rta ini menghasilkan k

murabahah di Bank ah Syariah
nk tidak berkeduduka
m praktiknya bank tidak m

a bank memb uasa kepada

yulan bahwa

kurang tepat

fungsi murabahah yaitu sebagai ‘penjual barang untuk kepentingan nasabah,
dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian

menjualnya kembali kepada nassabah. Sedangkan peneliti menekankan pada

SRavika Naeda”, “Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembangunan
Daerah syariah Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011), h. 122.
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alasan mengapa pihak Bank syariah menyertakan akad wakalah dalam produk
pembiayaan murabahah yang ada dalam perbankan syariah, Bukan pada aspek
tepat atau tidaknya diterapkan akad wakalah dalam produk pembiayaan

murabahah.*

2.1.3 Skripsi oleh Suarni pada tahur dengan judul “Analisis Penerapan Akad

Wakalah Bil Ujrah P asi Syariah”. Berdasarkan judul

ahah dengan
ujrah untuk
satu bentuk akad di rikan kuasa

ransi dalam pengelolaa

Objek Material

Meneliti
dukan musytari

wakalah yang

Murabahah Di sesungguhnya  dalam

4Ulyana Masykurin, “murabahah: Antara Teori Dan Praktik”,Skripsi (Malang: UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang,2012), h. 101.

5Suarni, “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Produk Bringin Investasi
Syariah”,Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar,2016), h. 14.
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Pembangunan Daerah Transaksi Pembiayaan

syariah Yogyakarta Murabahah
Ulyana “Murabahah: Pembiayaan Membandingkan
Masykurin/2012 Antara Teori Dan | Murabahah produk pembiayaan

Praktik”

murabahah antara teori

dan praktik

Analisis

implementasi
twa DSN-MUI

produk

(penelitian ini)

Bagaimna
erapan Akad Wakalah
jrah Pada Produk

jin Investasi Syariah

Meneliti

mana implementasi

DSN-MUI dalam
pembiyaan
1bahah dengan

ertaan akad wakalah
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2.2 Tinjauan Teoritis
2.2.1 Teori Implementasi
Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai

penerapan.® Adapun menurut para ahli, adalah sebagai berikut :

1. Manurut Cleaves, implementa pakan proses bergerak menuju tujuan

kebijakan dengan cara dan politik. Keberhasilan atau

kegagalan imple at dievaluasi da ampuannya secara nyata

dalam meneruskan atau mengoprasionalkan - program-program yang telah

2. dakan yang
dividu-individu atau kelompok-
u swasta yang diarahk juan-tujuan
am keputusan kebijakan
3. dan Sebasriar, implementas an keputusan
dapat pula
penting atau
4, tasi sebagai

yang mampu

Implemantasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut

dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara

®Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 111 (Jakarta:
Balai Pustaka, 2005), h. 124.
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sederhadana implementasi biasa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan
perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. ’
Dari beberapa pandangan para ahli di atas dapat dipahami bahwa implementasi

adalah sebuah proses pelaksanaan dan penerapan yang bermuara pada aktivitas, aksi,

tindakan, atau mekanisme suatu si kebijakan yang sifatnya mengharuskan

untuk dilakukan.

2.2.2 Konsep Mura

ana penjual

udian ia mensyaratkan ngan dalam

an sifat transaksi syaria haran, semua

rlaku bagi transaksi m dingkan dan
ntara bank dan nasabah se pelah  pihak
uhkan oleh
bank, wajib

kedua belah

"Solihin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Malang: Universitas
Muhammadiah Malang Press, 2008), h. 68.

8Ahmad Ifham, Ini Lho Bank Syariah! (Jakarta: PT Gramedia, 2015), h. 127.
9Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya
(Jakarta: Kencana, 2014), h. 202.
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2.2.2.2 Landasan Hukum
1. Al-Quran
1. Q.S Al-Bagarah/2:275

M\wm m.u Sl 25k LS ) &5 Y T30 65080

z % 927 Z0 @ o 2 @ PRt
5 550 (o acall 1) T30 2l ad
i cake L 4 0 g5 155 0

mereka berkata bahwa j
lah menghalalkan jual be
endapat peringatan dar

2. Q.SAn-Nisa/4:29

ok 5k UIZI

h
r::Sya anAﬂBbEBME kamu sal

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya special for woman (Bandung:
Syamil Qur’an,2007), h. 47.

"Departemen Agama RI, Qur’an dan Terjemahannya special for woman (Bandung: Syamil
Qur’an,2007),h. 83.
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2.2.2.3 Rukun Murabahah

Yang menjadi rukun jual beli dikalangan hanafiyah adalah ijab dan gabul. Ini yang

di tunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling member (muathah)

sementara itu yang menjadi rukun jual beli dikalangan jumhur ada empat, yaitu :

1. Ba’i’waal — musytari (Penjual dan Pembeli).

2. Tsaman wa mabi’ (Harga dan Barang).

3. Shighat (Ijab dan Kabul) 12

2.2.2.4 Syarat Murabahah

1. Pihak yang Berakad

1.
2.

Sama-sama ridha/ikhlas.

Mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

2. Barang/Objek

1.

> LN

5.

Barang itu ada meskipun tidak di tempat, namun ada pernyataan kesanggupan
untuk mengadakan barang itu.

Barang itu milik sah penjual.

Barang yang diperjualbelikan harus berwujud.

Tidak termasuk kategori yang diharamkan.

Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual

3. Harga

1.
2.

Harga jual Bank adalah harga beli ditambah keuntungan.
Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

12Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65.



4. Pihak Nasabah
1. Nasabah harus cakap hukum.
2. Mempunyai kemampuan untuk membayar.*®

2.2.2.5 Jenis Murabahah Kepada Pemesanan Pembelian (KPP)

Syarat murabahah di atas hany. ang atau produk yang telah dikuasai atau

dimiliki oleh penjual pada trak. Bila produk tersebut tidak

dimiliki penjual, siste akan adalah epada pemesan pembelian

(Murabahah KPP dinamakan demikian si_penjual semata-mata

abahah KPP tampakny
pengalaman. Satu pi

an) pihak lain (pembeli) unt i se set. Pemesan

untuk ganti pembeli aset tersebut da embe keuntungan.

n memilih sis biasanya dila
arena ingin i anding alasal
ak terhadap aset terse

Mencalp ;AbBaE BaA BEI perban

ecara kredit,

tuhan yang

ariah  motif
utama yang
mendorong datang ke bank. Pada gilirannya pembiayaan yang diberikan akan

membantu memperlancar arus kas (cash flow) yang bersangkutan.

Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bukan bagian dari syarat sistem

3Ahmad Ifham, Ini Lho Bank Syariah!, h. 127-128.
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murabahah atau murabahah KPP. Meskipun demikian, transaksi secara angsuran ini
mendominasi praktik pelaksanaan kedua jenis murabahah tersebut. Hal ini karena
memang seseorang tidak akan ke bank kecuali untuk mendapat kredit dan membayar

secara angsur.'*

2.2.2.6 Tujuan Murabahah

Murabahah tidak d biayaan (mode of financing)

selain untuk tujuan mperoleh dana gu I barang/komoditas yang
untuk tujuan
lain sel digunakan.

bahan baku

pabrik menjual kapas tersebut hah. Apabila
dana te uk keperluan-keperluan membayar
harga b g sebelumnya telah di refinancing

dana m : g telah digunakan untuk membeli as tersebut),
atau un i pegawainya,

an jual-beli

ara nyata (a real sale comodities), bukan -mata untuk

s PAREPARE

1. Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah.

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

4“Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum (Jakarta: Tazkia
Institute, 1999), h. 146-147.

15Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya, h.
202.
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2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah
disepakati kualifikasinya.

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan

pembelian ini harus sah dan be

5. Bank harus menyamp aitan dengan pembelian, misalnya

6. pemesan) dengan harga

Bank harus

t biaya yang
7. rga barang yang telah dis angka waktu

epakati.
8. nc rjadinya penyalahgunaan ata akan rsebut, pihak
pat mengadak ji an nasabah.

9. k hendak mewakil sabah untuk membe g dari pihak

akad jual beli kan setelah ba

miikerfd AR EPARE

ecara prinsip,

kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu
aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus
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menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena
secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus
membuat kontrak jual beli.

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang

muka saat menandatangani ke atan awal pemesanan.

5. Jika nasabah kemudia ang tersebut, biaya riil bank harus

6. oleh bank,
7. gm i t uang muka,
nas mutuskan untuk mem ng , ia tinggal
bay: rga.
nas atal membeli, uang muka i k maksimal

esar kerugian i ank akibat p lan tersebut;
jika uang ' mu encukupi, nasaba b melunasi
rangannya.

5. Ketgasdamivan AP A R E
_

2. Bank dapat meminta nasabah' untuk menyediakan jaminan yang dapat
dipegang.
4. Keempat Utang dalam Murabahah

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak
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ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak
ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut
dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan

utangnya kepada bank.

2. Jika nasabah menjual baran ebelum masa angsuran berakhir, ia tidak
wajib segera melun
ian, nasabah tetap harus
gnya sesuai kesepa wal. la tidak boleh
itu

ungk

n dalam Murabahah

Pe
ya liki kemampuan tidak d penyelesaian
a.

sabah a salah satu

a dilakukan

nda-nunda pembayaran den gaja,

atan melalui

ngnya, bank

kembali, atau

berdasarkan kesepakatan.®

6Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN/MUI/2000. Tanggal
26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M tentang Murabahabh. sites.google.com/site/alministfile/fatwa-dsn-
mui/04-Murabahah.pdf. diakses pada tanggal 17 Agustus 2018
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2.2.3 Konsep Wakalah

2.2.3.1 Pengertian Wakalah
Selain dengan istilah wakalah, digunakan pula istilah wikalah. Dalam bahasa

Inggris, wakalah sama dengan agency.

Akad wikalah berarti me atau suatu badan hukum untuk
bertindak atas nama ora

2.2.3.2 Landasan H

kamu mempercayai seb
ikan amanatnya dan he

- 55 tentang ucapan Yusuf kepada r

4]

PAREPARE

7Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya, h.
392.

8Departemen Agama RI, Al-Qur’an Per Kata Warna (Bandung: Codoba,2015), h. 49.

®Departemen Agama RI, Al-Qur’an Per Kata Warna, h. 242.
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2.2.3.3 Jenis-Jenis Wakalah

Pada dasarnya tugas apapun yang dapat dilaksanakan oleh orang lain dapat
dikuasakan kepada orang lain yang dilakukan oleh orang lain itu untuk dan atas nama

pemberi tugas.

Mengingat tugas apa dikuasakan kepada orang lain,

a atas nama

(untuk melakukan pen
elakukan jual-beli)
lakukan pembelian bar
2.3.4 -MUI tentang Wakalah

Ada a dipedomani
untuk sebut (yang
telah di

Fa

kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara

205ytan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya, h.
395.
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sepihak.
2. Kedua: Rukun dan Syarat Wakalah
1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)

1. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.

2. Orang mukallaf atau an iz dalam batas-batas tertentu, yakni

dalam hal-hal lya seperti mewakilkan untuk
menerima h erima sedekah d

mewakili)

g yang diberi amanat.
3. kan

jelas orang yang mewa
gan dengan syariah Islam.
at diwakilka i u jasa harus

at dinilai dan a kontrak.

a salah satu kewajibann

di antarpm)n(,EaPnyEE‘lya dilak

jika terjadi

lalui Badan

rah. 2

2lFatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN/MUI//2000. Tanggal
26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M tentang Wakalah. sites.google.com/site/alministfile/fatwa-dsn-

mui/10-Wakalah.pdf. diakses pada tanggal 17 Agustus 2018
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2.2.3.5 Syarat-Syarat Wakalah
1. Tugas
1. Perbuatan yang ditugaskan/dikuasakan oleh pemberi tugas/kuasa untuk

dikerjakan oleh wakil harus diketahui atau diperinci dengan jelas. Dalam hal

penugasan tersebut, misalnya ntuk membeli suatu barang, maka jenis,

kualitas dan banyakn 5. disebutkan dengan perinci.

asi untuk melal hal yang dilarang menurut

salnya dilarang untuk pencurian, perampasan
ba.
yang harus

h pemberi tugas/kuasa,

halat, puasa,

au bersumpah.

at bersifat khusus (spesifi nk misalnya

gasi seorang

dan sesuai

a di belakang hari.
3. Pelaksanaan Tugas Wakil
1. Wakil harus melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik.
2. Wakil harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah pemberi kuasa;

Wakil tidak dibenarkan untuk menyimpang dari intruksi tersebut atau melebihi
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intruksi tersebut.
3. Wakil harus melaksanakan tugasnya itu dengan penuh kehati-hatian dan sesuai
dengan keahliannya (due care and skill).

4. Wakil harus menghindarkan terjadinya benturan kepentingan (conflict of

interest). Misalnya, wakil ti menjual barang miliknya sendiri kepada

pemberi kuasa ta dengan terus terang kepada

persetujuan

n Tugas bagi Pemberi K

1. kukan oleh wakil atas sa mengikat

2. hukum, khusunya Syafi’i bali, likan barang
beli oleh wa i penjual kep mberi kuasa
rlebih dahulu mel an kepemilikan kep

3. hal suatu t oleh wakil berdasarkan

ngan yanpi E‘EM'R'E dalam h slam disebut
e yang dianut
wakil tersebut
hanya sah apabila diratifikasi oleh pemberi kuasa.
6. Berakhirnya Akad Wakalah
1. Atas persetujuan para pihak (mutual agreement)

2. Diakhiri oleh kedua belah pihak (unilateral termination)
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3. Rusaknya barang yang dijadikan objek yang menjadi tujuan akad wakalah.
4. Meninggalnya pemberi kuasa atau penerima kuasa.
5. Kemampuan salah satu pihak untuk dapat melakukan perbuatan hukum.

7. Penggunaan Wakalah sebagai Instrumen Perbankan

Akad wakalah digunakan oleh a-lembaga keuangan Islam dalam hampir

semua moda pembiayaan istishna’, ijarah, diminishing

musyarakah, dan aktif penagihan wesel (payment

bagai penyediaan dana

dentuk rjarah

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah,

22Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya, h.
399-400.
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tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang
diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.?

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah

menjadi UU No. 10 Tahun 1998 te pankan Dalam Pasal 1 nomor (12):

“Pembiayaan berdasark ah penyediaan uang atau tagihan

an atau kesepakatan antara

lan atau bagi
arkan hukum
ihak lain untuk penyim pembiayaan
giatan lainnya yang di gan syariah,
berdasarkan prinsip bagi pembiayaan

enyertaan modal (musyar: beli barang

emperoleh k arang modal
anya pilihan

h pihak lain

atau istilah
donesia aktiva
produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta

asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, gardh, surat berharga syaria’ah, penempatan,

23Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.

24Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.
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penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada
rekening administrative serta Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia. (Peraturan Bank
Indonesia No 5/7/PB1/2003 tanggal 19 Mei 2003).

Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut loan, sementara di Bank Syariah

disebut financing. Sedangkan balas jz g diberikan atau diterima pada bank umum
Jersentase pasti. Sementara pada
perbankan syariah, an menerima balas jasa

berdasarkan perjanjian (akad i hasi i asa. Dalam hal ini pembiayaan

biayaan dibedakan me yaitu: tujuan
akro, dan tujuan pembia i ikro.

1. Sec: i n bahwa pembiayaan bertuj

1. atan ekonom inya: at yang tida akses secara

dapat melak 5es ekonomi.

2. angan usaha
oleh melalui
a pihak yang
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang

bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

4. Membuka lapangan kerja baru artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha

ZBinti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.
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melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan
menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu

melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari

hasil usahanya.?®
2. Adapun secara mikro,

1. Upaya memaks aba, artinya setia ang dibuka memiliki tujuan

enghasilkan laba usaha.

2. n risiko, artinya: usah igar mampu
aksimal, maka pengus
timbul. Risiko kekuran at diperoleh
mbiayaan.

3. agunaan su i sumber da nomi dapat
angkan deng in tara sumber alam dengan
daya manusi dal. Jika su ya alam dan
daya m:PsA)EtE PnrRrEya moda ada, maka

3 ayaan pada

4. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak

yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. dalam kaitan

dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan

2Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang

kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.?’

3. Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari

pembiayaan:

1. Profitability yaitu tujuan emperoleh hasil dari pembiayaan berupa

keuntungan yang di iperoleh dari usaha yang dikelola
bersama nasab
2. i keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-

rcapai tanpa

a memiliki tujuan ter
mad menyebutkan b ayaan yang

h adalah untuk memenu lder, yakni:

1.
ilik mengha dana yang
kan pada bank. ?®

2. i
gawai berBAwn)EIMRE‘n dari ban

3.

1. Pemilik dana

Masyarakat pemilik dana mengharapkan dana yang diinvestasikan akan

2'Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.

2Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.
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diperoleh bagi hasil.
2. Debitur yang bersangkutan
Dengan adanya pembiayaan, para debitur terbantu menjalankan usahanya

di sektor produktif atau terbantu untuk pengadaan barang yang yang

diinginkannya.

4.

N Crp— pemerintah terba pembiayaan
verupa pajak
perusahaan-

5.

gembangkan

gga semakin

2243 PemblayFA R EPA R =

Pe berfungsi
untuk:

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan

2Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.
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deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank
guna suatu usaha peningkatan produktivitas.°
Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk

memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan

maupun untuk usaha-usaha rehabili n melalui usaha baru. Secara mendasar

melalui pembiayaan ter ingkatan produktivitas secara
menyeluruh. Dengan k (yang diperoleh dari para

penyimpan uang idle (diam) dan disa ntuk usaha-usaha yang

ntuan pembiayaan bank ahan mentah

a utility bahan tersebut peningkatan

I kopra dan selanjutnya inyz a.

antuan pembiayaan dapat g dari suatu

31

n yang disalurkan rekening-rekening pengusaha
rtambahR)Aa EBLAdREﬂsnya sep , bilyet giro,
al akan lebih
berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga

penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

30Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.

31Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.
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4. Menimbulkan kegairahan berusaha
Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan
memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kura h-langkah stabilisasi diarahkan pada

usaha-usaha:

i dan untuk

an penting.®2

Dilain pihak
ekspor akan
menghasilkan pertambahan devisa Negara.

Dari fungsi di atas bisa dikatakan bahwa, masyarakat yang memiliki uang

berlebih dan dititipkan di bank maka uang tersebut akan di manfaatkan oleh orang lain

32Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.
10.
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untuk usaha, sehingga mendapatkan hasil. Hasil tersebut yang kemudian diberikan
sesuai proporsi dan nisbah yang ditentukan kepada nasabah penyimpan dana dan juga
bank sebagai pengelola.

Fungsi lain pembiayaan di bank syariah sebagai alat ekonomi Internasional. Hal

ini lebih disebabkan oleh transaksi pe ian tidak hanya terjadi di dalam negeri.

Nasabah yang memiliki usah baik bahan baku, setengah jadi
atapun jadi, maka sesuai dengan kebutuhan
dengan berbagai ke Syariah. Mengingat bank
syariah jeri Bahrain,

Arab,

an di Bank Syariah

k syariah sebagaiman buku iwarman A.
nk Islam, Analisis Figih dan Keu n ada agai berikut:
yaan Modal a

yaan Investas

yaan Konsumtif Syar

yaan SindBIA R E PA R E

Pembiayaan Letter of Credit.®*

33Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.
11.

34Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.
12.
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2.3 Tinjauan Konseptual
2.3.1 Implemantasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut
dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara

sederhana implementasi biasa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau

penerapan perluasan aktifitas ing menyesuaikan.®

2.3.2 Pembiayaan diartikan.s 3. atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu ber a i i n bentuk mudharabah dan

Saksi sewa menyewa dalam bentuk jjarah atau sewa beli
alam bentuk
injam dalam

(e) Transaksi sewa me entuk ijarah

sa; Berdasarkan persetu antara bank

dan pihak lain yang me dibiayai dan

dana untuk mengembalika elah jangka

balan, atau b | 36

21 bahwa yang
an usahanya

pbank umum

Murabahah adalah pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan

%Solihin  Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Malang: Universitas
Muhammadiah Malang Press, 2008), h. 68.

%Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.
1.
S"Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



syariah di dalam kegiatan usaha. 8
2.3.5 Selain dengan istilah wakalah, digunakan pula istilah wikalah. Dalam bahasa
Inggris, wakalah sama dengan agency. Bahwa akad wikalah berarti menunjuk

seseorang atau suatu badan hukum untuk bertindak atas nama orang lain atau

sebagai perwakilan seseorang.*®
2.4 Bagan Kerangka Piki
Dengan melihat nnya, maka dapatlah dibuat

skema yang dijadikan sebaga i kerangka pikir yaitu sebage

PAREPARE

%Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya, h.
190.

33Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya, h.
392.
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BAB I
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian

ini dapat dikategorikan sebagai pe piris karena penelitian ini berorientasi

pada pengumpulan data e i Bank BRI Syariah KCP Gowa

Sungguminasa. Peneli atau yang bi enelitian lapangan adalah

dari informan yang telah

pendekatan

penelitian ini adalah m is da deskripsikan

laku di bidang perban bagaimana
Ul terhadap produk pe yang disertali
dengan ingga tidak membutuhkan alam bentuk

kualitatif m dekatan yang meme proses yang

sil wawancara,

liti telah PIAIREIPRRE mengurs

pendekatan

wakalah pada produk pembiayaan murabahah.
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di Bank BRI Syariah KCP Gowa

40Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h.
135.
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Sungguminasa, JI. KH. Wahid Hasyim, No. 256 Sungguminasa. Pemilihan lokasi
penelitian di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa ini adalah karena Bank
Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa merupakan salah satu bank terbesar di

Indonesia yang telah menerapkan sistem syariah dalam operasionalnya. Sehingga

lokasi tersebut layak dan sesuai de in ilmu yang peneliti miliki, serta sesuai
dengan bidang keilmuan p
digunakan i dalam penelitian ini sudah

tengah (1,5) bulan . ktu satu setengah bulan

i dan memahami bagai atwa DSN-

aan murabahah dengan : wakalah dan

RI Syariah KCP Gowa ertakan akad

produk pembiyaan murabahah.

Sumber Dat

digunakan d :
am bentuk kata, etsa, atau gambar
a dapat dlajAEtE Ba&wnpaleh langs

atau in merupakan

u data yang
dilihat dari

I masyarakat
persoaalan dimana data dapat ditemukan.”™ Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini,
maka peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data

sekunder:

4lHadi Sutrisno, Metodologi Research Jilid | (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 66.
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3.4.1 Data Primer
Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari
sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer ini dapat berupa opini objek

(orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda,

kejadian, atau kegiatan dan hasil pe 42 Untuk mendapatkan data primer ini

peneliti telah berkomunikasi apa orang dari pihak bank.
3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder ‘adalé pelengkap yang dape orelasikan dengan data
primer, ber tertulis
yang dz p, dokumen
pribadi, jurnal, dan dokumen

menjad agi peneliti untuk me ya menjadi

lebih mbantu peneliti unt ecah asalah dan
menyele . Dalam penelitian ini data dery akai peneliti
adalah n mikro BRI KCP Gowa

a pengamatan
langsung yang dilakukan oleh peneliti ‘(sebagai observer) dengan mengamati yang

dikerjakan, mendengarkan apa yang diucapkan, bahkan berpartisipasi dalam aktifitas

42Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian dan Study Kasus (Sidoarjo: CV. Citra Media,
2003), h. 57.

4Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h.
159.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



mereka yang menjadi sasaran penelitian. Observasi merupakan pengamatan secara
langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek
penelitian.**

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah metode p data dengan cara menanyakan suatu

45

informasi kepada subjek, ¢ kap-cakap secara tatap muka.

Wawancara atau bert ini kepada praktisi Bank
BRI Syariah KCP ngguminasa. Tipe wa ang digunakan adalah
anyaan yang

subjek yang

ahwa mereka sedang w las maksud

dan tuj rsebut.

umen yang digunakan da neliti sanya dibagi

resmi.*® Dal umentasi ini

, yakni doku

peneliti mpulkan data ya mi terkait dengan ian tersebut,

seperti en-dokumen roses pembi brosur atau

website PAREPARE

4“Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. I: Jakarta; Rineka Cipta, 1997),
h.158.

4Andi Prastowo, MenguasaiTekhnik-Tekhnik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:
Diva Press, 2010), h. 145.

%exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h.
216.
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3.6 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data
kualitatif. Analisis data kulaitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola, mensintesiskan, mencari da mukan pola, menemukan apa yang penting

dan apa yang dipelajari, dan J.dapat diceritakan kepada orang

lain.*’

pemeriksaan ulang data ahte |. Pada tahap
an editing terhadap dat awa engan pihak
kan memperoleh d g dapat

digunakan = un mpokkan data dokumentasi

egori tertentu.

akan ke kan sesuapkmmniasalah.

ui proses edit sebut peneliti

ang data yang telah

diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca tentang

47Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h.
248.

*Husin Sayuti, Pengantar Metodologi Riset (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989), h.64.

4SLexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h.
290.
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kebenaran penelitian tersebut. Verifikasi ini peneliti lakukan dengan cara menanyakan
hasil editing data tersebut kepada pihak bank, tepatnya kepada narasumber.
3.6.4 Analisis

Analisis adalah suatu proses penyederhanaan kata dalam bentuk yang lebih mudah

dibaca dan juga untuk mudah diinterg an.*® Analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini berupa analisis ang digunakan dengan tujuan
untuk memberikan Qg au mendeskrip a sistematis, faktual, dan
iptif digunakan

peneliti murabahah

2rakh penelitian ini adalah ko kesimpulan.

pul idasarkan pada data yang t benyimpulan

. Deduktif a yataan yang

diikuti oleh uraian an

PAREPARE

50Masri Singarimbun, Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LPES, 1987), h.263.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Implementasi Fatwa DSN-MUI No0.04/DSN/MUI/2000 tentang Murabahah

dalam Produk Pembiayaan dengan Penyertaan Akad Wakalah

Dalam pembahasan ini i dua pembahasan, pembahasan

pertama ialah menge ntasi Fatwa k pembiayaan murabahah

d wakalah dalam produk
00 te Murabahah
aan Murabahah

rupakan salah satu pro Syariah dan

rupakan pemberian fasi penyediaan
dana da i ng surplus unit untuk membantu enu tuhan pihak-
akan dalam
ad unggulan
biayaanya.
oleh Fatwa
Jadi, secara
prinsip dan aturan penerapan murabahal sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan
murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa khusus pada
pembiayaan Mikro.

Pembiayaan Mikro terbagi menjadi beberapa jenis yaitu Mikro 25 iB, Mikro 75

iB, Mikro 200 iB dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
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Yang ada akad murabahah nya adalah produknya pembiayaan khusus
pembiayaan Mikro. Mikro 25, 75, 200 sama KUR. Karena Mikro kan terbagi
produknya ada Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, Mikro 200 iB yang dulunya adalah
Mikro 500 iB dan KUR.*!

Pembiayaan Mikro BRI Syariah menggunakan akad murabahah dengan tujuan
pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi setinggi-tingginya 50% dari
tujuan produktif nasabah. Pembiayaan Mikro ini di peruntukkan bagi wira usaha dan
atau pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro

dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR.

Kalau murabahah kan istilahnya kalau secara syariah itu adalah jual beli, disini
dijualbeli itu dicantumkan antara modal dengan harga beli sama harga jual,
disitukan ada margin ada keuntungan bank. Jadi awalnya itukan nasabah
mengajukan ke kita, mengajukan permohonan. Apakah dia tujuannya adalah
untuk pembiayaan, untuk modal kerja atau investasi atau konsumtif, kan ada
tiga tujuan, modal kerja, investasi sama konsumtif.>

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti juga melakukan wawancara dengan

nasabah BRI Syariah.
Pembiayaan yang saya ajukan itu untuk beli mobil tongkang dan yang
ditawarkan sama pihak bank itu kesaya itu Mikro untuk konsumer.>

Akad murabahah adalah akad-yang digunakan pada produk pembiayaan mikro
dan pada pembiayaan Mikro ini memiliki beberapa jenis berdasarkan tujuan nasabah
mengajukan permohonan ‘pembiayaan. Beberapa tujuan nasabah mengambil
pembiayaan yaitu untuk modal. kerja, invéstasiidankansumtif.

1. Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi

Di Bank BRI Syariah, produk ini disebut dengan produk pembiayaan Mikro.

Produk ini diberikan berkaitan dengan usaha nasabah, seperti pembangunan toko,

5IRijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)
52Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)
%3Johoria “Nasabah BRI Syariah” (Wawancara pada tanggal 27 September 2018)



pembangunan cafe atau warkop, pembangunan warnet, pembelian mesin dan lain
sebagainya. Adapaun persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan ini adalah:

1. Produk pembiayaan

Pada pembiayaan modal kerja dan investasi terbagi menjadi beberapa

produk berdasarkan ju n yang inginkan nasabah. Adapun

produk yang per produk ini besarnya jumlah

pembiayaan Il nasabah adalah juta dan tenornya selama

Diayaan yang
nnya selama
an dan 6-60 bulan.
Tabel 4.1 Produk Pe

6-60 bulan*

Sumber : Brousur Unit Mikro BRISyariah iB
2. Persyaratan Umum
1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia

2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia >18 tahun
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3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah
4. Lama usaha calon nasabah :
(1) Untuk Nikro 75 iB dan Mikro 200 iB, lama usaha minimal 2 tahun

(2) Untuk Mikro 25 iB, lama usaha minimal 3 tahun

5. Tujuan pembiayaan unt an modal kerja atau investasi

ik sendiri at atau orang tua atau anak

n dokumen umum ya isia leh nasabah
alon nasabah dan copy bila nasabah
kartu keluarga dan ai dan surat
, dan surat ijin usaha atau s aha. Adapun
produk pem Mikro, baik
25 iB, Mikro 75 1B

PAREPARE

FC KTP Calon

Nasabah dan pasangan v v v
Kartu
Keluarga dan Akta v Vv N

Nikah
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Akta
Cerai/Surat Kematian v v Vv
(pasangan)

Surat jin
Usaha / Surat v v Vv
Keterangan Usaha

Sumber : Brousur ikro BRISyariah iB

4. Persyaratan Dokum

\/ANo. Il

X
Sumber : i Syariah iB
Konsumer
n konsumer merup satu produk pem

Gowa SLBAiRaEMRIEsumer in

Bank BRI

itan dengan
pembel ada nasabah
perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip
jual beli murabahah. Dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran

yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Adapun ketentuannya sebagai

BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa, “Unit Mikro BRISyariah iB,” Brosur, 12
September 2018.
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berikut:
1. Pembelian Mobil Baru
1. Top Brand

1. Merek/brand yang dianggap sebagai pemimpin di industry mobil dan

mempunyai demand/p aan yang tinggi.
n purna jual yang baik.

and adalah Toyota, Honda,

itu merek/brand yang di brand.
2. i as/Second

ategori Top Brand.
aksimum 8

un p an terbatasi dengan ketent

n dari bulan
jualan mobil

ib dilakukan

perorangan.

etempat dan

1. Minimal Rp.50.000.000,-
2. Maksimal Rp.1.000.000.000,-
2. Uang muka ringan, mulai 30%

3. Bank Finance (pembiayaan bank)
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1. Pembelian mobil baru, maksimum 80% dari harga On the Road yang
dikeluarkan Dealer.
2. Pembelian mobil bekas, maksimum 70% dari nilai pasar (ditetapkan

penilai jaminan bank).

4. Jangka waktu pembiayaan

1. Pembelian me hun dan maksimum 5 tahun.

: n tetap dengan masa ke
2lum al 2 (dua) tahun dari p
tasi aik, serta memiliki penghasi p.

esional terba esehatan (dok ter spesialis
bidan).
a minimal pa

4

jatuh teP(AenEaPJnknENan adal simum usia

an maksimum 5 tahun.

adalah maksimum 8 tahun

rja ditempat

rikan adalah un dan pada

6. Tersedia Aplikasi permohonan pembiayaan (APP) dari calon nasabah yang
telah ditandatangani oleh calon nasabah.

7. Membuka rekening tabungan di Bank BRI Syariah.
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8. Untuk total pembiayaan minimal Rp.50 juta rupiah wajib menyerahkan
NPWP pribadi.
5. Dokumen Kelengkapan Nasabah

1. Copy KTP pemohon dan KTP pasangan (bila telah menikah)

. Copy kartu keluarga
. Copy NPWP prib

il baru dari
dari authorized dealer
k mobil bekas / alih pe
g 3 lembar dan bermaterai 1 il bekas/alih
i Bank BRI
rapan  akad
atawa DSN-

MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, pasal pertama yakni “Ketentuan
Umum Murabahah dalam Bank Syariah” dan pasal kedua tentang “Ketentuan

Murabahah kepada Nasabah” . ketika nasabah mengajukan permohonan dan janji

SShttps://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=17, diakses pada tanggal 25 september

2018
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pembelian suatu barang aset kepada Bank misalnya dengan tujuan untuk Modal Kerja,

Investasi atau Konsumtif.

Jadi awalnya itukan nasabah mengajukan ke Kkita, mengajukan permohonan.
Apakah dia tujuannya adalah untuk pembiayaan, untuk modal kerja atau
investasi atau konsumtif, kan ada tiga tujuan, modal Kkerja, investasi sama
konsumtif.%

Nasabah terlebih dahulu harusmemenuhi syarat yang telah di tetapakan oleh pihak
Bank BRI Syariah sebagaimana syarat-syarat yang telah di sebutkan di atas. Dan
sebagaiamana syarat-Syarat yang disampaikan oleh Pak Rijal Darwis dari wawancara

yang dilakukansolehspeneliti:

Syarat awal ketika pembiayaan, yang pertama adalah fotokopy KTP suami istri,
fotokopy KK, fotokopy buku nikah trus legalitas usahanya misalnya keterangan
usahnanya seperti Surat |jin Usaha, fotocopy dokumen yang akan di jaminkan
kepada pihak bank dan nanti disaat mau akad harus dia bawa aslinya. Dan
pembiayaan di atas 50 jt itu harus ada NPWP.>’

Hal senada juga disampaikan oleh nasabah BRI Syariah berdasarkan wawancara

yang peneliti lakukan.

Ketika saya datang ke Bank BRI Syariah itu pas saya mau ambil pembiayaan,
saya disuruh bawa fotokopy KTP, KK, buku nikah sama izin usaha dan banyak
yang lain.*®

Setelah nasabah memenuhi persyaratannya dan selanjutnya di jelaskan dalam
Fatwa DSN-MUI ialah jika Bank menerima permohonan tersebut, 1a harus membeli
terlebih/dahulu aset yangrdipgsannyalSecara sah dengan pedagang, dengan cara bank
membeli barang yang diperlukan nasabahsatas nama bank sendiri, dan pembelian ini
harus sah“dan bebas riba."Kemudian bankharus menyampaikan semua hal yang
berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Jika

bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,

%6Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)
5"Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)
%8Johoria “Nasabah BRI Syariah” (Wawancara pada tanggal 27 September 2018)



akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik
bank.

Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus
menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara
hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak
jula beli, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Bank
kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai
harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur
harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan dan barang yang
diperjualkan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan
pasal-pasal dalam Fatwa DSN-MUI tentang penerapan akad murabahah sangat
berbeda dengan akad murabahah yang diterapkan di Bank BRI Syraiah KCP Gowa

Sungguminasa.

Semua murabahah pasti ada wakalahnya karena kalau mau secara syariah yang
murni, di Indonesia belum ada syariah yang betul-betul kaffah, di akad wakalah
dijelaskan bahwa pihak+bank memberikan" wakalah kepada nasabah untuk
membeli barang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya sesuai dengan
DRP nya daftar rencana pembiayaannya. Pada akad wakal/ah nasabah
mewakilkan bank membeli barang langsung atas nasabah atau langsung balik
nama atas nama nasabah, misalnya ketika beli rumah beli mobil nanti langsung
akan di balik nama;kenasabahnyashantikansakan ada biaya-biaya yang timbul
nanti akan ditanggung eleh'nasabah hukan hankzyang tanggung karna kan kita
hanya perjanjikan adalah harga barangnya dan margin bukan biaya-biaya.>®

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa di BRI Syariah belum ada syariah
yang betul-betul murni, karena penerapan syaraiahnya belum betul-betul secara kaffah.
Sehingga semua murabahah pada bank disertakan akad wakalah yaitu pihak bank

mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang dan dalam pembelian

%Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)



barang tersebut langsung atas nama nasabah atau dengan kata lain langung balik nama

kepada nasabah.

lye yang murabahah itu di BRI Syariah pake akad wakalah juga karena kalau
kita mau beli barang katanya nasabah yang pergi beli sendiri, yang cari sendiri.
Terus nanti itu barang yang saya beli langsung atas nama saya sendiri.®

Selanjutnya aturan yang dijelaskan._dalam Fatwa DSN-MUI bahwa bank
membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati
kualifikasinya, dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar
uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Jika nasabah

memutuskan untuk membeli barang tersebut, nasabah tinggal membayar sisa harga.

Secara garis besar semuanya sama ji menggunakan murabahah. Cuman sistem
di awalnya ji yang beda. Kalau modal kerja kan nda perlu/ada DPnya kecuali
kalau investasi dan konsumtif harus ada DPnya kalau aturannya sih minimal
20% secara aturan minimal.%!

Ketika saya datang mau ajukan pembiayaan itu, pihak bank bilang saya harus
megg/iapkan DP sebesar 20% dari jumlah pembiayaan yang mau saya ambil
itu.

Alasan di perbolehkannya uang muka adalah untuk mengantisispasi kerugian yang
akan dialami oleh bank, yaitu-jika nasabah.kemudian menolak membeli barang
tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Jika nilai uang muka
kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali
sisa kerugian kepada nasabahgJikasnasabah, batalgmembeli, uang muka menjadi milik
bank maksimalwsebesarvkerugianwyang ditanggungrolehwBanks akibat pembatalan
tersebut; "dan jika uang muka tidak ~mencukupi, nasabah wajib melunasi

kekurangannya.

80Johoria “Nasabah BRI Syariah” (Wawancara pada tanggal 27 September 2018)
®IRijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)
82Johoria “Nasabah BRI Syariah” (Wawancara pada tanggal 27 September 2018)



Adapun selanjutnya yang dijelaskan dalam Fatawa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang murabahah, pada pasal ketiga tentang ‘“Jaminan dalam
Murabahah” bahwasanya jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang

dapat dipegang.

Ya harus ada jaminannya kalau nasabah mau mengambil pembiayaan di Bank
BRI Syariah biar nasabah tidak kabur gitu, dan-pembiayaan yang pake jaminan
itu pembiyaan Mikro 75iB sama Mikro 200 iB yang plafonnya mulai dari
>Rp50 juta. Untuk jaminannya itu berupa Tanah, bangunan seperti rumah,
kendaraan bermotor, deposito, dan kios, los atau lapak.5

Yang saya jaminkan ke Bank BRI Syariah itu rumah saya, sertifikat rumah
karena katanya harus punya jaminan untuk ambil pembiayaan.*

Berdasarkan penjelasan dan hasiFwawancara di atas bahwa pengadaaan jaminan
sangat penting ketika nasabah ingin melakukan pembiayaan dan sangat dibutuhkan
oleh pihak bank untuk mengantisispasi resiko kerugian yang akan timbul apabila
nasabah membatalkan jual beli, ataupun tidak menepati janjinya dalam menyelesaikan
utangnya.

Selanjutnya yang di jelaskan mengenai’ utang dalam murabahah yang terdapat
dalam pasal keempat tentang “Utang dalam M urabahah” pada Fatwa DSN-MUI No.
04/DSN-MUIAIVV/2000 tentang “murabahah, pasal keempat. Penyelesaian utang
nasabah sudah sangat jelas bahwa snasabah. membayar utangnya sesuai dengan
angsuran pembayarannya yang telah disepakati dengan pihak bank. Pihak nasabah juga

bisa mempercepat pembayarannya ke bank apabila nasabah mau dan sanggup.

Metode penyelesaian utang nasabah itu diangsur setiap bulan sesuai dengan
kesepakatan. Potongan pelunasan: kalau secara syariah Kkita tidak bisa
perjanjikan di awal. Karena, yang di perjanjikan hanya harga jual. Jadi kalau
misalnya untuk pelunasan di percepat kita nda bisa adakan perjanjian di atas
atau di dalam akadnya tapi kita disini ada istilah pemberian diskon itu
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tergantung kebijakan dari pimpinan cabang itu bisa cuman Kkita nda bisa
perjanjikan dan nda bisa dituangkan ke dalam akad.%°

Penyelesaian utang dalam murabahah dengan cara diangsur setiap bulan oleh
nasabah sampai batas waktu yang telah telah disepakati oleh nasabah dengan pihak
bank, adapun mengenai potongan pelunasan yang dibelikan oleh bank ketika nasabah
melakukan pembayaran atau pelunasan utangnya dipercepat pihak bank tidak bisa
menjanjikan di akad. Menegenai potongan pelunasan.di Bank BRI Syariah ada yang
namanya diskon, diskon itu tergantung dari kebijakan yang diberikan oleh pimpinan
cabang namun.tidak-diperjanjikan.di akad.

Aturan selanjutnya yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang murabahah. ™ Tentang “Penundaan Pembayaran dalam
Murabahah™ pasal kelima. Menjelaskan bahwa nasabah yang memiliki| kemampuan
tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda-nunda
pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya, maka penyelesainnya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Adapun penjelasan yang
didapat ‘oleh peneliti dalam hasil wawanncara dengan Pak Rijal Darwis mengenai

nasabah yang menunda pembayaran.

Kalau ada nasabahgyang sengaja menunda=utang atau untuk membayar utang
nantikan kita bisa kemumikasikan' langsung-dengan nasabah bagaimana cara
penyelesainnya, tapikan ada tahap-tahapnya pertamakan misalnya dia lewat
tujuh hari kan ada namanya surat teguran pertama lewat lagi tujuh hari SP dua,
sampal SP tiga ada tahap-tahapnya.di Bank Syariah juga ada namanya denda
keterlambatan 7« ’zir, dan cara perhitungannya itu adalah margin dibagi 360
kali total angsuran per bulan di kali satu hari. Denda keterlambatan per hari itu
dituliskan dalam rupiah dan dituangkan dalam akad pembiayaan.®®
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Nasabah yang menunda pembayaran utangnnya secara sengaja pada bank padahal
nasabah mampu, maka nasabah tidak dibenarkan untuk menunda pembayarannya
dikarenakan ketika nasabah sudah melaksanakan akad dengan pihak bank maka
nasabah memiliki kewajiban untuk membayar utangnya sesuai dengan jangka waktu
yang telah ditentukan. Karena, di dalam akad sudah dituangkan bahwa ada denda yang
akan diberikan kepada nasabah apabila menunda pembayaran utangnya.

Aturan terakhir -yang dijelaskan dalam" Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang murabahah. Tentang “Bangkrut dalam Murabahah” pasal
keenam. Bangkrut yang dimaksud adalah ketika nasabah pailit atau gagal dalam
menyelesalkan utangnya. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal dalam
menyelesalkan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi

sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Kita bisa komunikasikan langsung dengan nasabah bagaimana cara
penyelesainnya kalau memang nasabah kita kondisinya saat itu apakah tidak
mampu, dari dia tidak membayar apakah ada penurunan omset atau bagaimana
ya Kita carikan jalan dengan menjual jaminan secara sukarela atau di lelang.
Atau kita adakan restrack; restrukturisasi adalah kelonggaran, perpanjangan
waktu, kita tarik lagi untuk mengurangi angsuran, penambahan jangka waktu.
Direstrack direscedule ulang dijadwal ulang. Kalau nasabah sudah tidak
mampu apakah tidak mampu. dalam hal keungan. Kan banyak nasabah tidak
mampu gara-gara dia sakit Kita nda langsung, adalah tahapan-tahapannya.®’

Ketika nasabah sudah jtidaks mampu menyelesaikan utangnya bukan karena
kesengajaan melainkan mengalami penurunan omset sehingga tidak mampu dalam hal
keuangan atau karena sakit misalnya, maka bank harus menunda tagihannya atau
mencarikan solusi dengan mencarikan jalan lain. Adapun kebijakan yang dapat

diberikan oleh bank kepada nasabah adalah restrack restrukturisasi adalah

67Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)



kelonggaran, perpanjangan waktu untuk mengurangi angsuran dan penambahan jangka
waktu.
2. Proses Penyertaan Akad Wakalah dalam Produk Pembiayaan Murabahah

Produk pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk yang sering

digunakan di Bank BRI Syaraiah a Sungguminasa. Dalam penerapan dan

perkembangannya, akad modifikasi. Yakni, setiap
melaksanakaan pembi ad abah tai dengan akad wakalah.
wakalah tersebut, perlu

ah dari awal
data yang diperoleh p yariah KCP

oleh data tentang alur pembiayaan

iga tujuan, yaitu: alur p ja, investasi

dan ko n menjelaskan bagaimana a sumer karna

sSecara mya Sama

mengg

uman sistem
Pnya kecuali
sih minimal

ann EP K ﬁ kalau atu

nya. Yaitu,
pembiayaan untuk modal kerja, pembiayaan untuk investasi dan pembiyaan untuk
konsumsi. Ketiga pembiayaan tersebut semuanya menggunakan akad murabahah.
Adapun alur pembiayaan Mikro dengan menggunakan akad murabahah semuanya

memiliki alur yang sama sebenarnya dan yang memebedakan hanya pada sistem
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awalnya yaitu uang muka atau DP nya. Pada ketiga pembiayaan Mikro diatas yang
menggunakan uang muka hanya pada pembiayaan dengan tujuan investasi dan
pembiyaan dengan tujuan konsumtif sedangkan pada pembiayaan dengan tujuan modal

kerja tidak menggunakan uang muka atau DP. Adapun uang muka pada pembiayaan

tersebut minimal sebesar 20% yang di <an oleh nasabah.
1. Alur Pembiayaan M urat
1. Nasabah datan bhonan pembiayaan dengan
ount Officer Mikro (AOM)

an nasabah,

enentu untuk memberi
dikasi pinjaman, tah
lam pengajuan pinjama
iar usahanya besar tapi
iberikan kalau BI cheki

Chekingnya

harus kuat
usaha besar
5 nasabah itu
a bagus baru

gat penting
Bl Cheking
skipun usaha
pembiayaan
karena us memiliki
usaha y

2. AOM menyerahkan data agunan nasabah kepada Appraisal untuk ditentukan

berapa nilai agunan tersebut.
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3. AOM menyerahkan hasil analisis kelayakan nasabah kepada Manajer
Marketing (MM) dan Pimpinan Cabang untuk kemudian disetujui atau tidak.
4. Apabila pembiayaan tersebut disetujui, maka oleh AOM akan dibuatkan surat

perjanjian akad melalui dua cara:

1. Notariil, AOM melalui erahkan berkas tersebut kepada notaris

untuk dibuatkan nurabahah, sedangkan perjanjian

anjian akad tersebut, baik

ADP) untuk

biaya-biaya

6. se perjanjian akad jadi, ngkan akad
ahah akalah sekaligus dengan na

airan dana.”®

selesai kont P untuk pros

di atas da bahwa Kketika na datang dan

mbiayaan konsumer nk BRI Syaria’ah, m: ak bank akan

rsyaratanBAjﬂrEwRApRﬂE)ntuk pe

ini, nas melengkapi

an konsumer
seluruh persyaratan yang di tetapkan Bank, maka AOM akan memeriksa kelengkapan
berkas tersebut. Selain itu juga akan dilakukan uji kelayakan nasabah, baik dari segi

bidang usahanya maupun character, capacity dan collateral nasabah itu sendiri.
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Jadi kita survei, secara disinikan ada tiga, character, capacity sama collateral.
Setelah kita analisa dari tiga C nya ini memenuhi syarat baru kita berikan
persetujuan pembiayaan.’*

Di samping melakukan cek kelayakan, AOM juga akan melakukan negosiasi
dengan nasabah mengenai harga dan margin dari barang yang akan dijadikan objek
pembiayaan, di waktu yang sama, AOM akan menyerahkan data agunan yang
diserahkan oleh nasabah kepada bagian Appraisal. Hal ini akan selalu dilakukan
meskipun pemohonan pembiayaan tersebut belum mendapat persutujuan dari
Pimpinan Cabang. 'Tanpa menunggu hasil dari’ bagian Appraisal, AOM akan
menyerahkan data nasabah kepada MM dan Pimpinan Cabang untuk kemudian
dilakukan pengecekan ulang. Apabila MM dan Pimpinan Cabang tidak menyetujui
permohonan tersebut, maka berkas akan dikembalikan kepada nasabah. Akan tetapi
apabila permohonan tersebut disetujui, maka akan di lanjutkan kepada proses

selanjutnya.

Apabila berkas lengkap pengecekan Bl Cheking ok bagus maka dari pihak BRI
Syariah atau pihak bank akan melakukan yang namanya survei usaha sekalian
menganalisa ‘pendapatan dari penjualan nasabah hasil usaha dari nasabah itu
seperti pemasukan pengeluaran. -Apabila dilakukan survel itu| pihak bank
mengatakan ok hasil analisanya ok artinya nasabah tersebut layak diberikan
pinjaman sebesar yang diajukan, Adakan biasa nasabah itu permintaannya
Rp100 juta tapi omset di bisnisnya bukan sejumlah itu 1tukan nda bisa di
berikan karena over ceritanya.”

Pada tahap berikutnya,/AOM=melalui Legal ‘akan: berkoordinasi dengan pihak
notaris untuk membuat surat perjanjian akad murabahah. Proses ini disebut dengan
notariil, dimana surat perjanjian akad murabahah tersebut dibuat oleh seorang Notaris.
Selain berkoordiansi dengan Notaris, Legal juga membuat sendiri khusus untuk surat

perjanjian akad wakalahnya. Proses ini disebut dengan bawah tangan, dimana proses
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pembuatan surat perjanjian tersebut tidak melibatkan pihak Notaris. Selain
berkoordinasi dengan Legal, AOM juga berkoordiansi dengan ADP untuk menentukan
besarnya biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah.

Setelah surat perjanjian akad murabahah dari notaris jadi, maka nasabah datang
lagi ke bank untuk melakukan tanda tangan akad murabahah. Di waktu yang sama pula
bank menyertakan surat perjanjian akad wakalah yang telah dibuat oleh pihak Bank
untuk juga ditandatangani oleh nasabah. Setelah itu kedua akad tersebut secara sah
ditandatangani oleh nasabah, maka proses selanjutnya adalah pencairan dana. Nasabah
menuju ADP pada jam pencairan untuk menerima dana yang nantinya digunakan untuk
membeli barang.

Alur pembiayaan konsumer tidak jauh berbeda alurnya dengan pembiayaan modal
kerja dan investasi. Yang membedakan hanya pada uang muka atau DP nya yakni pada
pembiayaan investasi dan konsumer harus memiliki DP tidak dengan pembiayaan
modal Kerja. Adapaun uang muka yang di tetapkan sebesar 20% minimal. Hasil akhir
dari proses pembiayaan tersebut juga.sama, yaitu pada saat melakukan akad
murabahah, bank juga menyertakan akad wakalah. Artinya, bank selalu menyertakan
akad wakalah dalam proses pembiayaan murabahah tersebut. Selain itu, dalam proses
penyertaan akad wakalah tersebut; ‘Bank juga langsung:mengatasnamakan pembelian

barang dengan atas nama nasabah.

Pada akad wakalah nasabah mewakilkan bank membeli barang langsung atas
nama nasabah atau langsung balik nama atas nama nasabah, misalnya ketika
beli rumah beli mobil nanti langsung akan dibalik nama kenasabahnya nantikan
akan ada biaya-biaya yang timbul nanti akan ditanggung oleh nasabah bukan
bank yang tanggung karena kan kita hanya perjanjikan adalah harga barangnya
dan margin bukan biaya-biaya.”
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Dengan adanya dua akad yang digunakan dalam sebuah produk, maka pasti ada
akad yang didahulukan dan ada juga akad yang diakhirkan. Dalam proses penyertaan
akad wakalah dalam akad murabahah ini, bank menggunakan akad wakalah terlebih

dahulu sebelum menggunkan akad murabahah.

Setelah Kkita setujui nasabah akan mencantumkan daftar rencana
pembiayaannya DRP nya,-apa-apa yang dia butuhkan, misalnya dia mau
membeli sabun, sampo gula merah dan lain-lain untuk keperluan toko, item-
itemnya to sampai dengan nominalnya Rp50 juta, diakan mengajukan Rp50
juta. Setelah sampai dari jumlah itemnya itu yang Rp50 juta itu secara terperinci
Rp50 juta baru kita akad wakalah mewakilkan, jadi wakalah disini kita
memberikan ke nasabah untuk membelikan barang sesuai dengan barang yang
diinginkan setelah dia dapat langsung baru Kita murabahah kan jual beli.”

Dalam hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah, hasil

wawancara sebagai berikut:

Tentang murabahah Ssama wakalah itu saya tanda tangan langsung dua-duanya
secara bersamaan, setelah sudah saya tanda tangan baru saya lakukan pencairan
dana selanjutnya saya lakukan pembelian, setelah itu saya ke bank untuk
memperlihatkan bukti pembelian saya baru diadakan jual beli sama bank.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas ketika nasabah 'yang mengajukan
pembiayaan disetujui oleh pihak-bank setelah” melihat daftar rencana pembiayaan
nasabah. Selanjutnya bank mlaksanakan perjanjian akad wakal/ah dengan nasabah
yang bertujuan bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang sesuai
dengan daftar renacanafpembiayaannyd;“setélah®barahg yang diinginkan nasabah
terpenuhi selanjutnya pihak bank melaksanakan akad murabahah dengan nasabah
untuk proses jual beli barang tersebut dengan nasabah. Dan dalam pembuatan akad
murabahah dan akad wakalah dibuat secara bersamaan dan ditanda tangani secara

bersamaan oleh nasabah.
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4.1.2 Alasan Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminsa Menyertakan Akad
Wakalah dalam Produk Pembiayaan Murabahah

Produk pembiayaan murabahah yang ada di Bank BRI Syariah KCP Gowa
Sungguminasa tidak seperti transaksi murabahah pada umumnya. Hal tersebut
dikarenakan dalam dalam praktik operasionalnya, bank menyertakan akad wakalah
dalam produk pembiayaan murabahah tersebut. Sebuah praktik yang jarang atau
bahkan tidak disinggung dalam pembahasan buku-buku klasik di perkuliahan. Akan
tetapi sebagai salah'satu bagian dari objek akademik, adanya praktik tersebut perlu
untuk ditinjau dari beberapa sudut pandang, dengan tujuan agar memperoleh
pandangan yang komprehensif. Pada dasarnya, semua produk syariah yang ada di BRI
Syariah, termasuk | produk pembiayaan murabahah ini, telah melalui proses

penyaringan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BRI pusat.

Semua produk di BRI Syariah kan sudah diproses dulu di Dewan Pengawas
Syariah di pusat. Baik prosesnya, hukumnya, ataupun yang lainnya. Kami kan
tinggal melaksanakan apa yang sudah ditetapkan di pusat. Jadi kami kira produk
murabahah sudah sah secara syariat. Jadi, tinggal bagaimana masyarakat
memahaminya.

Lebih dari itu, seperti layaknya undang-undang bagi semua bisnis yang bergerak
dengan menggunakan prinsip syariah, ketentuan«yang ada dalam fatwa DSN-MUI juga
telah diterapkan pada produkiunirababahsProdukiyang dianggap sebagai solusi dari
kredit bank konvensional ini seharusnya telah dijalankan mengikuti ketentuan-
ketentuan yang ada di Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang murabahah.

Melihat kenyataan di lapangan bahwa dalam praktiknya, produk pembiayaan
murabahah ini disertai dengan akad wakalah, selain karena memang sudah diatur dalam

Fatwa DSN-MUI, hal ini juga mempunyai alasan mendasar yang perlu untuk diketahui.

®Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)



Apabila Bank BRI Syariah dituntut untuk melaksanakan sebuah akad seperti yang ada
dalam buku-buku akademik, maka akan ada kendala-kendala yang nanti akan ditemui.
Yang pertama, untuk menyediakan seluruh barang kebutuhan nasabah dalam
mengajukan pembiayaan maka pihak bank harus memiliki stock barang yang

diinginkan nasabah dan hal tersebut adalah hal yang tidak dapat dijangkau oleh bank.

Kalau mau pakai sistem syariah kan harus bank itu menyediakan barang apa
yang kebutuhannya nasabah, cuman kan Kita nda ada gudang nda ada apa-apa
makanya kita pakai akad wakalah mewakilkan jadi itu nasabah mewakili bank
untuk membelikan barang apa yang sesuai-dengan kebutuhan nasabah karena
kita kan nda bisa menyediakan barang, nda ada gudang misalnya mau membeli
mobil, kitakan nda ada showroom itumi fungsinya akad wakalah.”’

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, alasan pertama Bank BRI
Syariah| menyertakan akad wakalah Karena faktor tempat. Selain itu bank harus
menyetok barang yang dibutuhkan nasabah dan itu butuh tempat yang luas seperti
membangun toko atau showroom. Sedangkan bank tidak memiliki sebuah toko dan
showroom yang menyediakan semua kebutuhan nasabah.

Alasan kedua yang menyebabkan bank harus menyertakan akad waka/ah dalam
pembiayaan murabahah setelah faktor tempat adalah faktor administrasi. Apabila bank
menjalankan akad murabahah sesuai dengan teori, maka pihak bank akan mengalami
kesulitan terutama pada bagian administrasi. Bagian ini akan melakukan kerja ganda.
Dan hal ni menurut_bank ‘merupakan sesuatt 'yang tidak efektif. Sehingga untuk

meminimalkan kerja tersebut, pihak bank membuat regulasi tentang akad waka/ah.

Proses wakalah 1tu sendiri juga’kan langsung atas nama nasabah. Karena kalau
dengan atas nama bank dulu baru kemudian di atas namakan nasabah, itu nanti
akan ribet, prosesnya panjang. Kasihan nanti yang bagian administrasi.”®

Selanjutnya bank berpendapat bahwa dengan adanya akad wakalah tersebut

nasabah akan semakin diuntungkan. Karena penyertaan akad wakalah tersebut juga
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bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada nasabah untuk bisa memilih sendiri

barang yang hendak dibeli.

Proses perwakilan itu di samping faktor tempat dan administrasi, juga
sebenarnya untuk memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih
barang yang ia inginkan. Lagipula pengetahuan pihak bank kan juga terbatas.
Maksudnya pengetahuan tentang barang yang dibutuhkan nasabah tersebut.
Misalkan nasabah butuh beli-suatu-barang, bank kan belum mesti tau posisi
barang tersebut, makanyakita wakalah kan."

Keterbatasan pengalaman dan pengetahuan pihak bank juga menjadi salah satu
faktor yang mendukung adanya penyertaan akad wakalah tersebut. Pengetahuan yang
dimaksud adalah pengetahuan tentangsbarang yang diinginkan nasabah. Ditambah lagi

dengan terbatasnya jam kerja yang ada di Bank BRI Syariah.

Kita mewakilkan itu selain karena faktor tempat dan administrasinya, kita kan
Juga tidak tau barang yang dibutuhkan nasabah seperti apa, tempatnya dimana,
yang murah ditoko mana, makanya kita wakilkan itu kepada nasabah langsung
yang mengetahui barang yang diinginkan.®°

Memang dengan perbandingan jumlah karyawan dan nasabah yang tidak seimbang
ini memerlukan suatu terobosan agar kegiatan operasionalnya tetap dapat berjalan.
Apabila akad murabahah ini dilakukan dengan-ketentuan secara syar’i secara total

maka ada pihak yang diberatkan. Kondisi ini dikeluhkan oleh pihak Bank BR1 Syariah.
Selain karena kita juga memberikan kepercayaan kepada nasabah, pemberian
wakalah ini kita lakukan karena tidak ada waktu. Misalnya nasabah mau buka
toko butuhnya gula, minyak dan lain-lain. Kita kan tidak mungkin membelikan
gula dan minyak, ini/dan itu kemudian baru Kita jual kepada nasabah, karena
selain ribet juga waktunya yang tidak tidak ada. Kita kan tidak mungkin
mengakomodir semua kebutuhan nasabah dengan tenaga kita sendiri.®!

Keterbatasan waktu juga termasuk sebagai faktor disertakannya akad wakalah
selain jumlah karyawan yang terbatas, waktu kerja pun terbatas pada perbankan

syariah. kita bisa lihat apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan dengan tujuan
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modal kerja untuk mebuka sebuah toko atau ruko, maka pasti pada DRP nasabah akan
sangat banyak barang yang dibutuhkan seperti gula, minyak dan lain-lain. Maka akan
sangat tidak mungkin cukup waktu untuk karyawan memenuhi kebutuhan nasabah

tersebut dengan jam kerja yang terbatas.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Bank BRI Syariah KCP erupakan salah satu lembaga
perbankan yang meng atan operasionalnya. Tidak
jauh berebeda denga BRI Syariah KCP Gowa
agai produk
g digunakan,
hah di Bank BRI Sy ngguminasa

MUI No. 04 tahun 2 hah sebagal

Sesuatu yang menjadi kegelisahan® beberapa pihak, termasuk peneliti, tentang
pembiayaan murabahah ini adalah karena disertakannya akad wakalah pada produk
pembiyaan murabahah. Jika akad murabahah tersebut diterapkan secara murni

mengikuti apa yang ada dalam buku figh klasik, sangat kecil kemungkinan terjadi
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kerancuan dengan sistem bunga kredit. Karena memang murabahah merupakan suatu
akad jual beli yang umum dilakukan oleh masyarakat. Tetapi saat ini, di berbagai
lembaga perbankan syaraiah, akad murabahah telah mengalami modifikasi sehingga

perlu untuk dikaji bagaimana penyertaan akad wakalah tersebut dengan menggunakan

kacamata Fatwa DSN-MUI.

Pada tahap pertama keti < untuk mengajukan permohonan

pembiayaan, bank me analisis kelayaka p nasabah tersebut, secara
aling penting yang digali dari proses tersebut adalah tentang
Syariah atau
al-hal yang
erti untuk usaha minu babi, usaha
emuan ini menunjukan enjalankan
atwa DSN-MUI NO. 0 murabahah,

diperjualbelikan tidak diha
an murabaha pat beberapa
iti tid h terhadap keabsa | murabahah
an, analisis an nasabah,

Dari sekian banyak pasal yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000
tentang murabahah, ada empat ayat dalam pasal yang berkaitan sangat erat dengan

praktik dalam produk pembiayaan murabahah yang menjadi fokus dalam pembahasan

82Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN/MUI/2000 pasal 1
ayat 2.
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ini. Adapun keempat ayat tersebut adalah:

4.2.1 Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang murabahah Pasal 1 Ayat
4 yang berbunyi: Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
Sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.®

Praktik pembiayaan murabahah-di Bank BRI Syariah KCP Gow Sungguminasa
hanya menggunakan satu metode, yaitu dengan menggunakan akad murabahah bil
wakalah, atau dengan/Kkata lain mewakilkan proses pembelian barang kepada nasabah.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber:

Semua murabahah pasti ada wakalahnya karena kalau mau secara syariah yang
murni, di Indonesia belum ada syariah yang betul-betul kaffah, di akad wakalah
dijelaskan bahwa pihak Bank memberikan wakalah kepada nasabah untuk
membeli barang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya sesuai dengan
DRP nya daftar rencana pembiayaannya.?*

Hal tersebut tentu bertentangan dengan dengan ayat dalam Fatwa DSN-MUI No.
04 tahun 2000 tentang murabahah. Dalam ayat tersebut terdapat kata “Bank membeli”.
Kata tersebut menunjukan bahwa bertindak aktif atau pasif membelikan barang yang
dibutuhkan oleh nasabah. Jika disingkronkan-denga model pembiayaan murabahah di
Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa, tentu hal tersebut tidak sesuai karena
kita tahu bahwa dengan menyertakan akad wakalah dalam akad murabahah, pihak
bank tidak pernah secarailangsurigimembelikan barang-yang dibutuhkan nasabah. Hal
yang sama juga terdapat dalam pasal 2.ayat 2 yaitu: Jika Bank menerima permohonan
tersebut, 1a harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan

pedagang.®®

8Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN/MUI/2000 pasal 1
ayat 4.

84Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

&Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN/MUI/2000 pasal 2
ayat 2.



Memang sebenarnya proses membeli dalam sebuah transaksi tidak harus dilakukan
sendiri. Dalam konsep bermuamalah proses membeli dapat dilakukan oleh seorang
wakil dengan menggunakan akad wakalah. Tetapi implikasi dari proses membeli, baik

secara langsung maupun diwakilkan, maka barang tersebut tetap secara hukum menjadi

milik pihak yang mewakilkan. Den in wakil tersebut melakukan pembelian

untuk dan atas nama piha ang tidak terjadi dalam proses
pembiayaan murabal i a Sungguminasa. Karena,
miliki barang kebutuhan
melakukan

gguminasa.

ari “Bank membeli” da

yang sama terdapat kat Sendiri”. Hal
gat berpengaruh terhad ar’ian akad
embelian barang bank tida ilke da nasabah,
pank, dan ini
di Bank BRI
enyertakan

ja langsung

nyataan dari

nasabah atau langsung balik nama atas nama nasabah, misalnya ketika beli
rumah beli mobil nanti langsung akan dibalik nama kenasabahnya.®

8Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)
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Jadi dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan pihak bank dengan langsung
mengatasnamakan nasabah tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam Fatwa DSN
No. 04 tahun 2000 tentang murabahah.

4.2.2 Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang murabahah Pasal 1 Ayat

5 yang berbunyi: Bank harus aikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya ji cara utang.

bank se ] : ) mewakilkan

asabah. Tetapi melihat Syariah KCP

selalu  menggunakan alam  semua

bagaimana mungkin ba ua hal yang

an barang karena yang m lah nasabah

sendiri. 4 tahun 2000

tentang ) i i i di Bank BRI

ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah

berikut biaya yang diperlukan.®

87Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN/MUI/2000 pasal 1
ayat 5.

88Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN/MUI/2000 pasal 1
ayat 6.
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Sebelum melaksanakan akad murabahah dan wakalah, Bank BRI Syariah KCP
Gowa Sungguminasa melakukan proses administrasi dimana nasabah diminta untuk
memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Selain itu, pihak bank juga mengenakan biaya

administrasi kepada nasabah atas transaksi penyaluran dana. Seharusnya biaya

administrasi tersebut dibebankan a an kepada nasabah sebesar biaya yang

riil dikeluarkan setelah terj . Tetapi hal ini tidak dilakukan
mengingat bank selal g tersebut kepada nasabah

n sebelum terjadinya a /ah. Bagaimana mungkin

4.2.4 K¢ MUI No. 04 tahun 2000 a Pasal 1 Ayat

ank hendak mewakilka 3 uk membeli

iga, akad jual beli mu kan setelah

, menajdi milik bank.%

asil peneliti bahwa yang a, Bank BRI

Gowa Sun i ertakan aka alah dalam

urabahah, ma pembiayaan enggunakan
akad m i 7) nya. Kedua,

barang atas

Dalam ayat 9 pasal 1 dapat dipahami bahwa apabila bank hendak mewakilkan
proses pembelian barang kepada nasabah, diharuskan pembelian itu menggunakan atas

nama bank agar barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank. Setelah itu baru

89Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN/MUI/2000 pasal 1
ayat 9.
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dilaksanakan akad murabahah. Artinya, akad murabahah tersebut dilakukan setelah
dilakukan proses pengadaan barang yang oleh bank mewakilkan kepada nasabah.
Sehingga ketika akad murabahah tersebut dilaksanakan, telah memenuhi rukun jual

beli yang sah menurut syariah.

Apabila temuan-temuan di ata okkan, sepertinya ada beberapa hal yang

sangat prinsipal yang bertent ilakukan Bank BRI Syariah KCP
kepada nasabah dalam
dalam Fatwa DSN-MUI
juga sangat
ilaksanakan.
pada nasabah tersebut ecara prinsip

nasabah, bukan milik proses akad

sebagai penjual yang da nasabah.

ung akad murabahah ban ketentuan-

pembiayaan murabahah dalam penelitian ini, maka seharusnya barang yang akan
dijual kepada nasabah adalah milik bank. Satu-satunya jalan untuk memenuhi syarat
tersebut adalah dengan mengatasnamakan pihak bank ketika proses pembelian barang.

Apabila hal ini tidak dilakukan berarti terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi.
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Apabila ada syarat yang tidak sah maka akan menyebabkan batalnya rukun. Ketika
sebuah rukun tidak sah maka menyebabkan tidak sahnya suatu akad.
Penjelasan di atas menunjukan bahwa Bank BRI Syariah KCP Gowa

Sungguminasa tidak memenuhi satu syarat objek dalam jual beli, yaitu objek akad yang

menjadi milik sendiri. Alasannya ad etika bank mewakilkan pembelian barang

kepada nasabah, bank lang agar pembelian barang tersebut
langsung atas nama yariah menyertakan akad
wakalah, untuk memenuhi's j i ian tersebut menggunakan atas nama
bank te an kemudian
dibalik angsung atas

nama n a melaksanakan akad jual barang

ya. Jadi dapat disimpu pembiayaan

emenuhi ketentuan dal 0. 04 tahun

9 keseluruhal bstansi dan

tik pembiay: itu sung kepada

pembelian b membuat ba sebut bukan

bank. OIFAnRaEPrALRE milikny:

ni membuat

yariah KCP
Gowa Sungguminsa Menyertakan Akad Wakalah dalam Produk Pembiayaan
Murabahah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan mengenai Implementasi Fatwa
DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang murabahah dalam Produk Pembiayaan

murabahah dengan disertakannya Akad wakalah. Dari hasil penelitian ternyata belum
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sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang
murabahah dengan praktiknya di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa. Jika
dicermati, adanya permasalahan tersebut lebih disebabkan oleh adanya penyertaan

akad wakalah dalam pembiayaan murabahah tersebut, yang dengan penyertaan akad

wakalah itu tidak dilaksanakan se mestinya. Ketika bank tidak mampu

dalam menyelenggarakan r syariah maka menimbulkan
pertanyaan besar, h alangi atau menghambat
penerapan syariah s

Be Bank BRI
Syariah lima alasan

uatama Bank BRI Syariah K inasa harus

m atau tempat untuk m g kebutuhan

biayaan mura mana dalam
hal ters nk bertindak seb j da nasabah.
bank untuk | murabahah
2mbeli mobil
akan barang
atu barang, baik
barang modal maupun barang konsumtif, bank tinggal mengambil barang tersebut di
showroom, toko, dan gudang milik bank. Dengan seperti itu, bank akan benar-benar

menjalankan konsep jual beli dalam murabahah.
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Sebenarnya konsep akad murabahah tidak selamanya harus seperti itu dikarenakan
bank bertindak sebagai broker, bukan penjual reguler. Dengan bertindak sebagai broker
ini tentu bank tidak harus menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dalam sebuah

showroom. Bank hanya membelikan apa yang menjadi kebutuhan nasabah, apakah

mobil, motor, mesin, rumah, atau dal lainnya. Kemudian bank langsung

menjualnya kepada nasab akad murabahah, tanpa harus
diwakilkan.

Akan tetapi un gantisipasi kebutuhan bermacam-macam
pembiayaan
ayaan untuk
ntuk memenuhi baran ko tersebut,
elikan satu per satu b an nasabah.

ertaan akad wakalah ter : engan aturan

alasan yang
yakan alasan

atas nama

Sebagai lembaga perbankan yang memiliki banyak nasabah, lembaga perbankan
termasuk Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa, dituntut untuk bekerja secara
efisien. Efesiensi kerja diperlukan mengingat tidak seimbangnya jumlah pegawai dan

jam kerja dengan jumlah nasabah yang harus dilayani. Apabila bank tidak menerapkan
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efesiensi kerja, maka akan banyak pekerjaan yang tidak selesai. Meskipun bank telah
menerapkan efesiensi tersebut, terkadang masih banyak pegawai yang harus pulang
malam demi mengejar target pekerjaan.

Akan tetapi meskipun dengan beralasan efesiensi kerja, lembaga keuangan yang

berlandaskan syariah ini tidak mengabaikan ketentuan syariah dalam

menjalankan sistem operasia i halnya yang terjadi pada sistem

u akan mempengaruhi
send
esp barang tersebut dengan 7] seharusnya
atas rlebih dahulu baru kemudia i ada nasabah,
terjadi pros i i ng menurut idak efisien,
erwujudnya ar-benar sya al ini harus
roses admini t terjadi. Ket melakukan
ng dengaF‘aRzEMﬂEbank tent mencatatnya
ak balik nama
pbank. Proses
kerja tersebutlah yang dianggap pihak bank tidak efesien, sehingga harus dilakukan
efesiensi, yaitu dnegan langsung menggunakan atas nama nasabah dalam membeli
barang.

4.2.3 Terbatasnya jam kerja
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Alasan selanjutnya mengapa Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa harus
menyertakan akad wakalah dalam produk pembiayaan murabahah adalah karena
faktor waktu. Dengan waktu pelayanan yang terbatas, membuat pegawai Bank BRI

Syariah KCP Gowa Sungguminasa tidak dapat secara intensif mendampingi nasabah

satu per satu. Apalagi dengan jumlah nasabah yang mengajukan

pembiayaan. Meskipun den ekali proses pembiayaan, mulai

dari pengajuan samp memerlukan -rata tiga hari. Jika tanpa

an pegawai Bank BRI S ristik barang

engajukan pembiayaan di BRI ¢ KCP Gowa

memiliki keb a, mulai dari an produktif

seperti oko, dan ban konsumtif s obil, motor,

sebagainya. rsebut tentu

tiap barang yang dibutuhkan nasabah tersebut, baik dari segi tempat membelinya
dimana, memesannya di siapa, kualitas yang baik seperti apa, harga pasarannya berapa

dan lain sebagainya.
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Oleh karena itu, sangat perlu bagi bank untuk menyertakan akad wakalah guna
menyikapi ketidaktahuan pegawai bank tersebut. Akan tetapi bank juga harus
menerapkan penyertaan akad wakalah tersebut dengan sesuai syariah. Sebenarnya

tidak semua barang yang dibutuhkan nasabah harus dipenuhi dengan menggunkan akad

wakalah. Ada beberapa barang yang.s inya dapat dibeli oleh bank, seperti mobil,

motor dan rumah. Karena ini ifatnya sudah umum. Dan untuk

mengantisipasi ketida ja sama dengan beberapa

dialer atau develope gga subtansi akad murabahah dapat terpenuhi dengan baik

eberapa hambatan yang bank untuk

ah secara murni, dis akalah juga

rikan kebebasan kepad beli barang.

untuk memilih barang m an. Asalkan
barang ibeli tersebu iah. apabila
dibeli oleh

ah. Oleh kare

2inginan dan
alam proses
ing.

d wakalah di
KCP Gowa
Sungguminasa dihadapkan pada pilihan' yang sulit. Di satu sisi pihak Bank Syariah
dituntut untuk dapat menjalankan sistem perbankan yang benar-benar berlandaskan
syariah, dan sisi lain mereka terhalang dengan efektifitas operasionalnya yang juga

dituntut untut mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, apapun alasan kendalanya,

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



penerapan syariah secara murni harus tetap dikedepankan. Hasil temuan peneliti
tentang praktik pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Gowa
Sungguminasa tersebut tetap disimpulkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan

ketentuan syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang murabahah,

meskipun pihak bank tersebut me banyak alasan yang melatarbelakangi

penyertaan akad wakalah

13l
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BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan

sebagai berikut:
5.1.1 Dalam implementasi tahun 2000 tentang murabahah
pada produk Rl Syariah KCP Gowa

sepenuhnya menerap rabahah secara murni.

lam sistem

menerapkan akad wa u kemudian

ad murabahah. Mekanis akalah bank

makan pembelian bara a nasabah.

t menyebabkan hilangnya ki murabahah.
Syariah KCP

Jalam Fatwa

kad wakalah
idak adanya
adi kebutuhan
nasabah. Kedua mengenai sistem administrasi yang rumit sehingga dalam
pembelian barang yang diwakilkan Bank kepada nasabah langsung atas nama
nasabah. Ketiga yaitu terbatasnya jam kerja sehingga sangat tidak efesien untuk

melayani sekian banyak nasabah. Yang keempat kurangnya pengetahuan pihak
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bank terhadap karateristik barang yang dibutuhkan nasabah dan yang kelima
untuk memberikan kebebasan bagi nasabah untuk memilih barang yang
dinginkan. Itulah beberapa alasan mengapa bank syariah menyertakan akad

wakalah. Tetapi, apapun alasannya penerapan akad murabahah secara syariah

murni harus sesuai berdasarka . DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang
murabahah.
5.2 Saran

elitian dan kesimpulan maka peneliti memeberikan saran

Bank BRI
erasional pembiayaan m Syariah KCP
harusnya sepenuhnya g ada dalam
04 tahun 2000 tentang 3 bank dapat
abahah secara murni.
522 ana dalam
bah sebagai

dalam akad akad jual b
an syariah pi ai penjual d
Meskipun kad wakala

atikan SLF* nEsPlkrREnum_baba

tetap harus

a salah satu
ilik sendiri.
dahulu untuk
proses pengadaan barang dengan' menggunakan atas nama bank, dan setelah
barang diperoleh oleh nasabah selanjutnya nasabah ke bank untuk
melangsungkan akad murabahah. Sehinnga, dengan cara tersebut syarat dan

rukun pada murabahah tetap terpenuhi dan akad pun tetap sah secara syariah.
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FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO: 04/DSN-MUV/1V/2000

Tentang
MURABAHAH

g e A

Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana
dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;

b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melang-
sungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan,
bank syari’ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang
memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan
harga yang lebih sebagai laba;

c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa
tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari’ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29'
YR of Yy Jbdy 28z i sty vt Ve
r_i.. upl;I o S}L;u

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di
antaramu...”.

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

A ol .s wun N g
...Lg)\ ) @J\ Q) J»t)
"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba...."

3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:
;8 ,a.db (ol 18T ol gl
“Hai orang yang beriman! Pem:lulah akad-akad itu....”
4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

3 g é! vud ;:,.»FJA olf s)!:)
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“Dan jika (orang berutang itw) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai ia berkelapangan...”

Hadis Nabi SAW.:

@

oo A W v Ctes e e
A__stl"g‘pml Iy of we & ) ‘=$)J..>J|-La.a @ oF
ol il el o)) ua\’;:,’c‘é:u L.Ji :JG (;1:.’, 4T

(UL_>— C)‘f‘ 4oy
Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”

(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu
Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:
- °r -, ° @ PP PP Ld - A L 2 e
) AT s w6 106 L W 2l o U
- : ’r id "J l’ ’ - L e =
e ol o) Y 2 A sy @Ay ot

(=te of
“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

wise LofefliZe e wite S w 0 8% ey 3 180
s Jof 5T ¥ 15 Gl W) Gl 1 5 sl
s00 %o f il Rew e 33 %, 2. e BN
s g o W 15 e W ek gl B 0L,
(P8 o s of sl A o))

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama’ah:
‘-J. Pl f. 2
. .rl.b ‘s':‘-“ J.‘:.A

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang
mampu adalah suatu kezaliman...

9. Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibu Majah dan Ahmad

M“.‘ﬂ.

Ay Lo J’“ i J

Dewan Syariah Nasional MUI
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“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang
mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi

kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat *Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

P> . s’ 5, .f’A‘ . s Sus . ” &
ﬂl;&éli‘;Phjdlgper:#m\y:MJrJJ:’::u\

“Rasulullah .§AW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam
Jjual beli, maka beliau menghalalkannya.”

11. ljma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara

Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161;
lihat pula al-Kasani, Bada'i as-Sana’i, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah figh:

Memperhatikan

- L] . Ll J’ o . - P . . s . -

s o 5 32 O Yy -0y oA b A

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari
Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH
Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah:

1.

2.

Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas
riba.

Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah
Islam.

Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya.

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya
yang diperlukan.

Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian Khusus
dengan nasabah.

Dewan Syariah Nasional MUI
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9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus
dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu
barang atau aset kepada bank.

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan
pedagang,.

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang
telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut
mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak
jual beli.

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan.

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya
riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa
kerugiannya kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak ‘wrbun sebagai alternatif dari
uang muka, maka
a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia

tinggal membayar sisa harga.

b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank
akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak
mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang
dapat dipegang.
Keempat : Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan
atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan
utangnya kepada bank.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

Dewan Syariah Nasional MUI
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3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. la
tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta
kerugian itu diperhitungkan.

Kelima ¢ Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian utangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau
jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah,

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan
utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi
sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di  : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April  2000M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL

MAIJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
4 Ali Yafie Drs. H.A. Nazri Adlani

Dewan Syariah Nasional MUI
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National Sharia Board - Indonesian Council of U.l_ama

Sekretariat : Masjid istiqlal Kamar 12 Taman Wijuya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp (021) 3450932 Fex. (021) 3410889
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FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO: 13/DSN-MUI/IX/2000
Tentang

UANG MUKA DALAM MURABAHAH

e

Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam
permintaan pembiayaan murabahah dari Lembaga Keuangan
Syari'ah (LKS), LKS dapat meminta uang muka;

b. bahwa agar dalam pelaksanaan akad murabahah dengan
memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai
dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan
fatwa tentang wang muka dalam murabahah untuk dijadikan
pedoman oleh LKS. :

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:
R JHARAN S B Wt A e BT R i
“Hai orang yang ber;man! Ji;ta kamu melakukan transaksi

utang-piutang  untuk jangka waktu yang ditentukan,
tuliskanlah....”

2. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:

] 2 4

NP A KA SRRV I

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

PP T S APTIPY I L & o2} cera . 3% 7
\_,a,‘},f,w»vu;vga_.{..moﬂi\,@\
siosr ok lilio whs Swn Sie o E yg s
e e i b W by e 0 ALY
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.”

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit,
riwayat Ahmad dari Ibnu ‘ Abbas, dan Malik dari Yahya:
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Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

33 558
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula
membahayakan orang lain.”
5. Kaidah figh:
s W -‘,O.C:”' s " .;. -
Ll 3 e 5 5 of Yy gy Sl s b
“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
LT W
IV A

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

6. Para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual
beli adalah boleh (jawaz).

1 a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama

dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan lkatan Akuntan
Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi’ul Awwal 1421 H./10
Juni 2000.

b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari
Sabtu, tanggal 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000

MEMUTUSKAN
FATWA TENTANG UANG MUKA DALAM MURABAHAH

Ketentuan Umum Uang Muka:

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan
Syari’ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila
kedua belah pihak bersepakat.

2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.

3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus
memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.

4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat
meminta tambahan kepada nasabah.

5. Jika jumlah vang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus
mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi  perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dewan Syariah Nasional MUI
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3

Ditetapkan di  : Jakarta

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
16 September 2000 M.

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
%H.M.A. Sahal Mahfudh Dr. H.M. Din Syamsuddin

Dewan Syariah Nasional MUI
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FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
Nomor: 23/DSN-MUI/I11/2002

Tentang
POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH

s & . & > .
gz o B gt

Dewan Syari’ah Nasional setclah,

Menimbang a.  bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada
Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) pada umumnya
dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah
disepakati antara LKS dengan nasabah;

b. bahwa dalam hal nasabah melakukan pelunasan
pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu
yang telah disepakati, LKS sering diminta nasabah untuk
memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran
tersebut;

¢.  bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut
menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu
menetapkan fatwa tentang potongan pelunasan dalam
murabahah sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat
secara umum.

Mengingat 1.  Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:
FIRPP PIPEPTY M v 2
...lgj" rJ:-)c_,“ P} J"'J “iess
»..Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba...."
2.  Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29:
. . A .)A’.)r’. .ll 2 F _‘..O & s
of 3y Joidy 8z 2l sty v o @l U
2 ’ % - 2
S B B Sl 0SS

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan sukarela di antaramu...”.

3.  Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:
- a1l T il ¢

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu".
4.  Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2:
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R T e ez - T TR TR VPP
EY e G Yy L T e G L.
(Y sy ofyaadry

dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan)
kebajikan dan tagwa...."”

“

Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan
shahihkan oleh Ibnu Hibban :

oo & 3, of we B o, {600 a2 e
oly) epl e fd W16 (L) WTy L

(Ol o) oy Bl )l gl
Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh
dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam al-Kabir dan al-
Hakim dalam a/-Mustadrak yang menyatakan bahwa
hadis ini shahih sanadnya :

P ey Ty e B Lo S e b 8
b 99: v :l_,]l:i.i L :,.-U oo 2l Q.; C\}-p
JU Jod b 0 B e Uy Lol sy &t )
o) Vylonsdy (pals todury ATy ade &1 Lo Bt J g

() .‘JJ-L:....LlL:;rf\J-\J L}_}.\‘U\
Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika
beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir,
datanglah  beberapa orang dari mereka seraya
mengatakan: “Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau
telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara

kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum
Jjatuh tempo” Maka Rasulullah saw berkata: “Berilah
keringanan dan tagihlah lebih cepat”.

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
J’,t}fy&;ﬁ;" Y!"_l”‘“&;}:\;"“,i
of 2, 8. ’.-.' . 35, Te S aeate s
¥ s B Y by o 0 ey G
L gk
“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin

kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin

Dewan Syari'ah Nasional MU
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Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.”

8.  Kaidah figh:
""'.""f- :". gl L .
o s 047 of Wy gy el s A
R
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI
Nomor: UUS/2/878 tahun 2002.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional
pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28
Maret 2002

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG POTONGAN PELUNASAN
DALAM MURABAHAH

Ketentuan Umum

1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan
pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari
waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan
potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan
syarat tidak diperjanjikan dalam akad

2 Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas
diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Jakarta
Tanggal : 14 Mu 1423 H.
28 Maret 2002 M.

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris,

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin
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Sckretariat : Masjid Istiglal Kamar 122 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta I'usat 10710
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO. 48/DSN-MUI/I11/2005

Tentang

PENJADWALAN KEMBALI
TAGIHAN MURABAHAH

N g B e

Dewan Syari’ah Nasional setelah,

Menimbang . a  bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada
Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) pada umumnya
dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah
disepakati antara LKS dengan nasabah;

b. bahwa dalam hal nasabah mengalami penurunan
kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat
diberi keringanan;

c. bahwa keringanan sebagaimana dimaksud di atas dapat
diwujudkan dengan cara yang tidak melanggar prinsip-
prinsip ajaran Islam;

d. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut
menurut ajaran Islam, Dewan Syari’ah  Nasional
memandang perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman
bagi LKS dan masyarakat secara umum.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT; antara lain:

a. Firman Allah QS. al-Bagarah [2]: 275:
PUPIPRPTY A YL ~
LR b g
n .Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba...."
b.  Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29:

of Yy gt ‘._’(:' il sty s i @ ¢
K S s O

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan sukarela di antaramu...”.

c.  Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:
sy T Sl G T
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“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”.

Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2:

EY T Ny 6 T B G
(¥ el ONyaa

“.. dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan)

kebajikan dan tagwa...."”
Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 280:

4 s PR o st 8 0 %D
s 1%l o) G ) S T 55 0 Ol
»... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih bik
bagimu, jika kamu mengetahui.”

Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

Hadis Nabi riwayat al-Baihagi dan Ibnu Majah dan
shahihkan oleh Ibnu Hibban :

A R T o [ B M G ey e e fes
(B e el ) 106 (L T o
“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh
dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.”

Hadis Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda:
‘el s A .8l a Tal, Gedied SIS
L;z&m‘c}cgm‘?;thr}ﬁjc}d
o o et piave e cwwrieig N ueiel ee i n
o AN (R0 41 058 My U g3 IS o
(s o1 S 02
“Orang yang melepaskan seorang muslim dari
kesulitannya di  dunia, Allah akan melepaskan
kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa

menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong
saudaranya”.

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-
Muzani, beliau bersabda:

Gl o S0 F e Y el 6
PR 5 L Y by b baaldiy G

-
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L gef
“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.”

3. Kaidah figh:
gad > L 05 0% of 3y Gyi SHedd 5 N
"P’ac;a dasarnya, semua bentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
Memperhatikan 1. Hasil workshop BPH-DSN, 9-10 Dzulqa’dah 1425/21-22
Desember 2004.
2. Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tertanggal 21
September 2004 perihal Permohonan Fatwa.
3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional
pada hari Jum’at, 16 Muharram 1426/ 25 Februari 2005.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG PENJADWALAN KEMBALI
TAGIHAN MURABAHAH
Pertama :  Ketentuan Penyelesaian

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling)
tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa
menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan
waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1.
2.

Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;

Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali
adalah biaya riil;

Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak.

Kedua :  Ketentuan Penutup

1.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase
Syari’ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan
melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya.

Dewan Syariah Nasional MUI
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Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 16 Muharram 1426 H.
25 Februari 2005 M.

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAIJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Dewan Syariah Nasional MUI
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PRODUK PAGU MIKRO MIKRO MIKRO

MIKRO 25iB 5= 6 - 36 bulan FC KTP Calon Nasabah %

MIKRO 75iB 5-75  6-36 bulan dan pasangan

2 - g . 6 - 36 bulan Kartu Keluarga dan
- MIKRO500iB  >75-500 6 _48 bulan* Akta Nikah v v v
bt 0 %
ik : s Akta Cerai/$ e
s Cerai / Surat v gl i

Syarat dan ketentuan berlaku Kematian (pasangan) ( ‘ J

[ 3

EERer urom T

) s Keterangan Usaha
1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia

2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia 218 tahun
3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah

4. Lama usaha calon nasabah :
a. Untuk mikro 75iB dan Mikro 500iB, lama usaha minimal
2 tahun MIKRO
b. Untuk mikro 25iB, lama usaha minimal 3 tahun PERSYARATAN i i 500iB

5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau
investasi
6. Memiliki usaha tetap

7. Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau
orang tua atau anak kandung

8. Biaya administrasi menglkutl syarat dan ketentuan yang
berlaku

H FAaiTEEE F2Ew s
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Nama Calon nasabah
Alamat Tempat Usaha

No Telpon/HP
Jenis Usaha

DAFTAR RENCANA PEMBIAYAAN

No

Jenis Barang

Satuan

Jumlah

ITUTE PAREPARE

Tanda Tangan

Nasabah

Paraf

Sales Officer
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LIIIIIIIIIIITLLIIIIILIIII1
Status Tempat Tinggal Sast in

Mikro 2518 Tujuan Pembiayasn : D Modal Kerja D Sevna

Mikso 75 18 [ oorangMosatkers  [] wobnaya

Mikro 500 18 [ nvestasi

Lainnya D Konsumsi Detall Tujusn pemblayaan : =
Nitel Pemblaysan yang diminta  : [Rp. il ]
Jangkd Waktu Pamblayaan s Bulan {
DATA PEMOHON INFORMAS) PEKERJAAN don DATA KEUANGAN
Nama (sesuaikTP) [ ] | Tipe Pendapatan [ ]I
Nama Panggilan e ] | Nama Tempatusana [ ‘
Jenls Keldmin e [Cwania R ) 8ldang Usaha ( =
No. KTP LI T T T TT T T T T T T LTI T T AsmatTempstussha :
. mon omsore (17 [/ CLLT) [ =
Tempat Lahir | o
nowion CL1EC) BT T W i
Pandidiken Terakhir [ ] | xelurahan ol Kecamatan I
Status Parkawinon [ | ! ]
Nama Pasangan | ] | Telepon/rax ) ) I Y % o 5
Pekerjasn Pasangan | ] | Nomor NPWP {Wajib untuk pembloyaan ¥ p. 50 Juta) &
Penghasiian Pasangan [Rp. ; SR ) 0 O O P 5 }
Tanggal Lahir Pasangan (tg/bin/thn) [ ] / EEEEED) Lama Usaha [
Nama lbu Kandung [ > ) | Omuer Rata-rata per Bulan [Rp. ]
Jumish Tanggungan [T Jorang Keuntungan Rato-rata par Bulan [Rp. ]
KETERANGAN TEMPAT TINGGAL Jumiah Seluruh Usaha [ Jumlah yang Diblayal )
Alsmat Sesual KTP/SIM/Paspor INFORMAS) LAINNYA
|¥ ] Apakah Anda Ingin Menggunakan Fasiiitas Cosh Plick Up ?
fi= JlOw CIndak
AT/AW D:D /f EED Kode Pos :: Jika Ya, Frakuensi Cosh Plck Up yang Dilnginkan ?
Kelurahan " Kecamatan [Chadan  [IMingguan  [Joubnan
i : 18 ] | Apskah Anda Memiliki Rekening Tabungan BRISyanah 7.
Telepon . Nomor Seluler v

Dﬂdak

Sejak Tohun

LELT]

Saldo Rata-rata per Bulan  [Rp. ]
Mo sendis vk xahuorga Jsewa -
of v Semua data yang 33ya berikan sebagalmana tersebut dalam aplikasi In} adalah
st b Thasal Sant b st Jb Berbada dongan Ll banar 3danys dan dibuat dalim kaadsan sadar serta tanpa tekanon don
-] paksdan darl plhok manapun. Selanjutnya saya srivju dan mengljinkan PT, Beak
| | BRISyarlbh untuk menggunakan datd tenebut dan manyelldid  semua
Y X g5 yang diperivk Setap perubahan data dard yang_sebagplmana
RY/RW EED / EEE] Kode Pos : tersabut dalam dplixast Inl akan saya sampaikan ke PY, Bank BRISyarish,
Kelurahon e Xecamatan
L - I e -]
Lama Menempatt Tempat Tingga) Sant inl D:Ta)nm
PNS) OLEW BANK 5 , ;
Tonggad Terma [/ sy ;
Ne. Aplkas) LLlllIl.lllllll[lllll
Unit/Area L ‘ | 5%
Nama/Xode SO | =5 [ ]
Bagalmany parkenalan terjag) ;

Dengan manandatangani tormulir in)

Pemohon [ Suam}/istrl Pamohon
/
il

» 33YR menystakan bahws 13ya telah
melokukan voritkos) & Konhrmast 18rha0ap kolayskan dats pemohon




NOTA DINAS
No.B.826-FRS/FSU/05/2010

Lampiran Laporan Penilaian Agunan

LEMBAR PERNYATAAN PEMERIKSAAN AGUNAN

Padahariini , tanggal g pukul WIB telah
dilakukan pemeriksaan atas objek agunan yang akan dijaminkan kepada PT Bank BRISyariah yang

merupakan milik saya sepenuhnya / bersama-sama/Waris *) dengan data sebagai berikut :

Nama Calon Nasabah

Jenis Agunan *) : BPKB / Ruko /Kios / Los / ./Tanah &‘Bangunan/'l‘mah_Kosong
Jenis Dokumen Agunan *) ‘ q P

No. & Tgl Dok. Agunan 3 :

Atas Nama Dok. Agunan

Alamat Agunan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai keperluannya.

. Mengetahui . Petugas Internal Appraisal
Pemilik Agunan Istri / Suami Pemilik Agunan PT Bank BRISyariah

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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| Syarat Dokumentasi

| Bl-Checking dan Daftar
| Hitam Nasional

D:m:ﬁ:o to Value

gatio FTV) - Rasio

aan dengan sejenisnya FTV 80%

| pembiay
0o m2 FTV 70.%

Nilat Jaminan

pokumen Jaminan

persyaratan Tambahan
Dokumen gm-:_:n._.'_ Y
Kios/ Los dan Tanah

Non Sertifikat .

| \
, pengikatan Jamina

p Wnjueasa) bued wojoy yemeq seeq
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J Pelunasan d]perm

|

MIKRO

Hal 11

Jah (jika ada)

pengikatan

/’ Pemblayaan
A;ransi
“ietode Pencairan e
pembayaran angsuran e ; 1)
anan :
synta(l:ln |lengkap dan diterima
£y

]' P}oses Pembiayaan
e
De};aa Keterlambatan | P T
| (Ta'zir) ' ibagi) 360 X (dikali) Total
|
| rupiah dan dituangkan dalam
— dalam dana sosial
Ta'widh! Biaxa".rm d i
rugi ,,m pesee
| Pelunasan sebagian '
dipercepat

dilunasi oleh nasabah adalah
gan pembiayaan berakhir adalah

pai dengan jatuh tempo) / tidak

{4

nal) ingin plndah.hm ]
dari unit tersebut syariah

asi sesuai dengan fitur

g




Nomor
Lampiran
Hal

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 z (0421)21307 =
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

.B163% /1n.39/PP.00.9/08/2018

: Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. GOWA
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. GOWA

Assalamu Alaikum Wr. Wh.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE PAREPARE :

Nama : LALU IHSAN HAMDI

Tempat/Tgl. Lahir : TANGKOU, 10 Mei 1996

NIM : 14.2300.023

Jurusan / Program Studi  : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

Semester : VIII (Delapan)

Alamat : DUSUN TANGKAU, DESA TANGKOU, KEC. TOPOYO, KAB.
MAMUJU TENGAH

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. GOWA dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN
MURABAHAH DENGAN PENYERTAAN AKAD WAKALAH DI BRI SYARIAH KCP
GOWA SUNGGUMINASA"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan
dukungan seperlunya.

Terima kasih,

30 Agustus 2018
__An Rektor

embangan Lembaga (APL)

¥

‘&“ﬁ—“‘“" Q;@l’lt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
<
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PEMERINTAH PROVINS| SULAWESI| SELATAN

A'DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 5901/S.01/PTSP/2018 KepadaYth.
Lampiran : - Bupati Gowa
Perihal  : Jzin Penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Pit. Wakil Rektor Bid. Akademik & Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri
Parepare Nomor : B.1675/In.39/PP.00.9/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal tersebut diatas,
mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : LALU IHSAN HAMDI

Nomor Pokok : 14.2300.023

Program Studi : Perbankan Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)

Alamat : JI. Amal Bhakti No. 08, Parepare

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan
judul :
* IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAN DENGAN
PENYERTAAN AKAD WAKALAH DI BRI SYARIAH KCP GOWA SUNGGUMINASA
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 70 s/d 30 September 2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujul kegiatan dimaksud dengan
ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 05 September 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
DAN PELAYANAN TERPADU SATU

KEPALA DINAS PENANAMAN MO
PIN .S WESI SELATAN
Selaku A I; trator Peié\(a an Perizinan Terpadu
[isf % \E\

ngha( P a Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Pit. Wakil Rekior Bid. & Lembaga Institul Agama Islam Negeri Parepare di Parepare;
2. Pertinggal. i

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jin. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa - Gowa

Sungguminasa, 12 September 2018

Kepada
Nomor: 070/\&== /BKB.P/2018 Yth. Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah
Lamp : - KCP Gowa
Perihal : Rekomendasi Penelitian ¢ Di-

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel
Nomor: 5901/S.01/PTSP/2018 tanggal 05 September 2018 tentang Rekomendasi Penelitian..

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : LALU IHSAN HAMDI

Tempat/Tanggal Lahir : Tangkou, 10 Mei 1996

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)

Alamat : Desa Tangkou, Kec.Topoyo Kab. Mamuju Tengah

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesain
Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul “IMPLEMENTASI FATWA DSN-
MUI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAN DENGAN PENYERTAAN AKAD
WAKALAH DI BRI SYARIAH KCP GOWA SUNGGUMINASA”

Selama : 10 s/d30 September 2018
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui
kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus
melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;

2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;

3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan
adat istiadat setempat;

4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan
seperlunya.

Tembusan : at : Pembina Tk.I
1. Bupati Gowa (sebagai laporan); TUONTP  : 19680808198811012.
2. Pit. Wakil Rektor Bid.Akademik & Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Nuge{'yPampm H

3. Yang bersangkutan; 7

4. Pertinggal.-
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BRIsyariah

Solusi Keuangan yang Amanah

in bahwa mahasiswa yang beredintitas:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Pedoman Wawancara

Keterangan: Bahwa wawancara ini dibuat untuk kepentigan riset skripsi, tidak

ada maksud untuk mengungkap aib atau menjelekkan individu atau perusahaan, tetap

semata-mata kepentingan ilmiah.

1.

Implementasi Fatwa DSN-
pembiayaan murabah

di Bank BRI Syariah KCP

pembiayaan

an yang harus di jalani hak nasabah

n produk pembiayaan m

muka yang harus disedi

sedur pembayaran uang m pembiayaan

untuk menda

pembiayaan

lam produk

pelunasan
pembayaran tepat waktu atau'lebih cepat dari waktu yang telah di sepakati?
i. Bagaimana jika nasabah menunda pembayaran utangnya secara sengaja dan

tidak sengaja?

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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Pedoman Wawancara
Keterangan: Bahwa wawancara ini dibuat untuk kepentigan riset skripsi, tidak ada
maksud untuk mengungkap aib atau menjelekkan individu atau perusahaan, tetap

semata-mata kepentingan ilmiah.

1. Permohonan pembiayaan apa apak/Ibu ajukan di Bank BRI Syariah?

2. Berapa besar plafo bu ajukan ke Bank BRI Syariah?

3. biayaan yang dijukan pada

4. mengajukan

5. aruskan untuk menyiap pembiayaan

n?

6. iayaan Mikro yang Ba| h dijelaskan
ai ak g akan anda sepakati?

7. dalam aka 3 lam produk
yaan yang Bapak/I

8. benar Ban Bapak/Ibu melakukan
e AR EPARE

9. e ebih dahulu

10. Dalam penereapan wakalah apakah pengatasnamaan barang yang dibeli atas

nama Bank atau langsung atas nama Bapak/lbu?

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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RIWAYAT HIDUP
‘\/ Lalu Ihsan Hamdi, Lahir di Desa Tangkou, Kecamatan

Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat
pada Tanggal 10 Mei 1996. Anak pertama dari
ersaudara dari  pasangan suami istri
iki dan lbunda Baig Rohaini.

viemulai pendid gku Sekolah Dasar (SD)

INPRES Tangkou. melanjutkan pendidikan
(SMPN) 2
engah Atas
Negeri (SMAN) 1 T Pengetahuan
Institut Agama Islam ) Parepare,

ah, terdaftar

onomi (S.E), pen

pendidi agaimana m j tugas akhir &

PLEMEP“ HZE\P\AERIEJI DA

PRODUK
WAKALAH
DI BRI
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